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1.1. Latar Belakang

Saat ini terdapat prioritas nasional dalam upaya memperkuat
struktur perindustrian indonesia yang salah satunya adalah menarik
minat investasi asing dan insentif untuk investasi teknologi. Hal ini jika
dijabarkan secara regional, maka pembangunan ekonomi menuntut
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk berinovasi memanfaatkan
dan mengembangkan potensi unggulan daerah sehingga dapat
menciptakan peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
berperan dalam menyusun perencanaan perekonomian untuk
mengidentifikasi sektor unggulan dan peluang investasi di daerahnya
dengan tujuan agar peluang-peluang investasi di daerah dapat
terinformasikan serta dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak
yang berkaitan dengan investasi daerah khususnya yang ada di Kota
Denpasar. Secara umum, Kota Denpasar yang berperan sebagai pusat
pemerintahan sekaligus sebagai perkotaan inti Sarbagita, memiliki
potensi pada sektor perdagangan dan jasa, sektor ekonomi kreatif dan
teknologi, serta pada seKor infrastruktur perkotaan yang dapat menjadi
magnet bagi pertumbuhan perekonomian dan investasi.

Berdasarkan arahan yang termuat dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan
bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan
perekonomian. Amanat ini kemudian mendorong Pemerintah Kota
Denpasar untuk dapat melakukan berbagai upaya dalam menciptakan
iklim investasi yang lebih baik melalui kebijakan-kebijakan serta
program-program yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Hal
ini, sejalan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang
tertuang didalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun
2021 tentang RPIJMD Kota Denpasar Tahun 20121-2026 yaitu "Kota
Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Malu". Adapun misi yang
bertujuan untuk mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota
Denpasar yang berkaitan dalam pembangunan ekonomi untuk
menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan di Kota Denpasar

adalah pada misi ke-1 yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat
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Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan,
kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan. Salah satu
strategi dalam mewujudkan misi tersebut yaitu mendorong tumbuhnya
investasi. Adapun program pembangunan yang menjadi arah kebijakan
yaitu program pengembangan iklim penanaman modal dengan indikator
program yaitu peta lokasi potensi investasi yang dapat dimanfaatkan
oleh investor.

Oleh sebab itu Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tantangan
baru untuk menjabarkan visi dan misi tersebut melalui perencanaan
perekonomian yang terarah, salah satunya dapat diwujudkan dengan
menyusun database profil sektor unggulan daerah yang terintegrasi
dengan rencana tata ruang, kebijakan pembangunan, dan berbasis
spasial. Penyusunan profil zsektor unggulan ini nantinya dapat menjadi
database dalam merumuskan, menyusun dan merencanakan peluang
investasi di Kota Denpasar. Adapun manfaat dari adanya peluang
investasi di daerah adalah:

1. Dapat mengakselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi

daerah.

2. Memiliki ketersediaan informasi investasi daerah.

3. Memberikan gambaran peluang investasi regional kepada
investor berdasarkan keunggulan masing-masing daerah,
sehingga mampu mengolah ekonomi potensial menjadi
kekuatan ekonomi riil.

4. Mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pengembangan Potensi Investasi dan Peluang usaha

di daerah meliputi identifikasi potensi penanaman modal dan pemetaan
peluang penanaman modal di daerah yang disusun menjadi sebuah
peta potensi dan peluang usaha daerah. Data tersebut meniadi sebuah
kewajiban bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya meningkatkan
iklim investasi di daerah. Hasil analisis secara menyeluruh dan rinci
inilah yang akan dijadikan sebagai bahan promosi kepada investor yang

akan menanamkan modalnya di Kota Denpasar.
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Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya investasi, maka Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
pada tahap awal perlu menyusun kegiatan Pembaharuan Data
Penyedia Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Kota Denpasar
yang diharapkan dapat menjadi database dalam merumuskan peluang
investasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan
pembangunan, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,
menciptakan lapangan kerja, serta mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dalam suatu sistem perekonomian.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran
1.2.1 Maksud

Maksud dari kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan
Penyediaan Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Kota
Denpasar Tahun 2025 adalah menyediakan database profil potensi
investasi di Kota Denpasar yang dapat menjadi data dasar dalam
rangka menyusun dan merencanakan peluang investasi daerah serta
dapat terinformasikan dan dengan mudah diakses oleh semua pihak

dalam rangka investasi daerah khususnya yang ada di Kota Denpasar.

1.2.2 Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Menyusun pemutakhiran dan pembaharuan data
potensi investasi di Kota Denpasar.

2. Menyusun pemetaan sebaran potensi investasi di Kota
Denpasar berbasis GIS.

3. Menyediakan data dan informasi spasial maupun non
spasial mengenai profil potensi investasi di Kota

Denpasar
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1.2.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan
Penyediaan Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Kota
Denpasar Tahun 2025 ini adalah:

1. Tersusunnya pemutakhiran dan pembaharuan data potensi

investasi di Kota Oenpasar.

2. Tersusunnya pemetaan sebaran potensi investasi di Kota
Denpasar berbasis GIS.

3. Tersedianya data dan informasi spasial maupun non spasial

mengenai profil potensi investasi di Kota Denpasar.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442't);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Bidang Usaha
yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
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6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2414 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang
Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 128);

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9
Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan
Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 'l 1 96);

10.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); '

11.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana
Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

12.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041

13.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 fahun2022 tentang RDTR
Wilayah Perencanaan Utara Tahun 2022-2042,

14.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 58 Tahun 2022 tentang
RDTR Wilayah Perencanaan Tengah;

15.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 59 fahun 2022 tentang
RDTR Wilayah Perencanaan Barat; '

16.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2023 tentang
RDTR 1 10. Lingkup Kegiatan Wilayah Perencanaan Timur;

17.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2022 tentang

RDTR Wilayah Perencanaan Selatan.
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1.4. Ruang Lingkup

Lokasi dari kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan

Penyediaan Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Kota

Denpasar Tahun 2A25 ini adalah seluruh wilayah Kota Denpasar

meliputi:

1. Kecamatan Denpasar Utara.
2. Kecamatan Denpasar Timur.
3. Kecamatan Denpasar Selatan.
4. Kecamatan Denpasar Barat.

Ruang lingkup kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan

Penyediaan Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Kota

Denpasar Tahun 2025, meliputi:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

1.5.

Pengumpulan Data, meliputi:

a. Data makro daerah.

b. Data demografis.

c. Data fisik dasar wilayah.

d. Data investasi di Kota Denpasar.

e. Data UMKM di Kota Denpasar.
Mengidentifikasi potensi dan permasalahan sektor ekonomi dan
investasi di Kota Denpasar.
Mengidentifikasi dan penentuan potensi investasi di Kota
Denpasar.
Melakukan digitasi sebaran potensi investasi di Kota Denpasar
berbasis GIS.
Melaporkan progress kegiatan kepada tim teknis Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar.
Membuat laporan sesuai KAI(TOR, yang terdiri dari:

a. Laporan Pendahuluan.

b. Laporan Akhir.

c. Soft Copy.
Sistematika Laporan

Laporan Akhir pada Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan

Penyediaan Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Kota

Denpasar Tahun 2025, ini akan dibahas sesuai sistematika berikut:
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BAB | PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang pekerjaan, maksud, tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai, dasar hukum yang melandasi pelaksanaan
pekerjaan. ruang lingkup dan sistematika pembahasan.

BAB Il TINJAUAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan secara ringkas arahan kebijakan yang melandasi
pelaksanaan pekerjaan.

BAB IlIl METODOLOGI

Bab ini mendiskripsikan tentang metode pendekatan, kerangka
pemikiran dan metode pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini memaparkan kondisi umum wilayah kegiatan yang meliputi
aspek administrasi, karakteristik fisik, kondisi kependudukan, serta
perekonimian kota Denpasar.

BAB V PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA

Bab ini memaparkan sebaran potensi dan peluang usaha yang ada di
Kota Denpasar berdasarkan analisis dan fenomena yang terjadi di Kota
Denpasar.
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;

Menguraikan secara ringkas arahan
kebijakan baik pada tingkat daerah,
regional, maupun nasional.

Q,ZOZS




Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan
oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai
tujuan bernegara.

3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Yyang
selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen
perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang
selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah
dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk
periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-
SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
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adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1
(satu) tahun.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

10.Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (RenjaKL), adalah dokumen
perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu)
tahun.

11.Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

2.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia.

2. Penanaman modal dalam negeri adalah Kkegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam
modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam
negeri.

3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam

modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
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Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik
yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun
yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha
yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa

penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga
negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara
Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan
penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara
asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing
yang melakukan penanaman modal di wilayah negara
Republik Indonesia.

7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain
yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang
mempunyai nilai ekonomis.

8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing,
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing,
badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia
yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak
asing.

9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh
negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara
Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan
hukum atau tidak berbadan hukum.

10.Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan
penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan
perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap

terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
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Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
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7.

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom
berdasarkan Asas Otonomi.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau
kepada gubernur dan Dbupati/wali kota sebagai

penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

10.Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau

lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus
Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada
daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka

Dekonsentrasi.

11.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah

Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah
Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah provinsi.

12.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

13.Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat

Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil
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Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan
bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan
pemerintahan umum di Daerah.

14.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

15.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

16.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

17.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai
jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.

18.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya
disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk
membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan
umum.

19.Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah
provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis
dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di
dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan
pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan
sosial budaya.

20.Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah

pada wilayah tertentu.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai
tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dalam
sistem Wilayah, pusat permukiman adalah Kawasan Perkotaan yang
merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada
Kawasan Perkotaan maupun pada Kawasan Perdesaan. Dalam Sistem
Internal Perkotaan, pusat permukiman adalah pusat pelayanan
kegiatan perkotaan. Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan
program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam
rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya
manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan
ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan
dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja,
namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja.

Terhadap hal tersebut, Pemerintah Pusat perlu mengambil
kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui
peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan
kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat
meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan

ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya.
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Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha
tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan
penanaman modal.

2. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah
bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai
kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, vyaitu
bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan
dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan
kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan
dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang
dipersyaratkan dengan perizinan khusus

3. Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan sebagaimana dimaksud bidang usaha terbuka
harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

4. Dalam hal izin penanarnan modal bidang usaha terbuka telah
ditetapkan lokasi usahanya dan penanam modal bermaksud
memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang
sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin
penanaman modal tersebut, penanarn modal harus
memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata
ruang dan lingkungan hidup.

5. Untuk memenuhi persyaratan lokasi, penanam modal tidak

diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru atau
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mendapatkan izin usaha baru, kecuali ditentukan lain oleh
Undang-Undang

6. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat .,
penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalarn
perusahaan penanaman modal yang bergerak di bidang

usaha yang sarna, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Batasan kepemilikan modal penanarn modal asing dalarn
perusahaan penanaman modal yang menerima
penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum
dalam surat persetujuan perusahaan tersebut.

b. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam
perusahaan penanaman modal yang mengambil alih
adalah sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan
perusahaan tersebut.

c. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam
perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana
ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya
perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

7. Dalam hal penanaman modal asing melakukan perluasan
kegiatan usaha dalam bidang usaha yang sarna dan
perluasan  kegiatan usaha tersebut membutuhkan
penambahan modal melalui penerbitan saham dengan hak
memesan efek terlebih dahulu (rights issue) dan penanam
modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi dalam
penambahan modal tersebut, maka berlaku ketentuan
mengenai hak mendahului bagi penanam modal asmg,
sesuai \ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perseroan terbatas.

8. Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada
Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha
tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan
penanaman modal, mengakibatkan jumlah kepemilikan
modal asing melebihi batasan maksimum yang tercantum

dalam Surat Persetujuan, maka dalam jangka waktu 2 (dua)
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tahun, kelebihan jumlah kepemilikan modal asing tersebut
harus disesuaikan dengan batas maksimum yang tercantum
dalam surat persetujuan, melalui cara:

a. Penanam modal asing menjual kelebihan saham yang

dimilikinya kepada penanam modal dalam negeri;

b. Penanam modal asing menjual kelebihan sahamnya
melalui penawaran umum yang dilakukan oleh
perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh penanam modal
asing tersebut pada pasar modal dalam negeri; atau

c. Perusahaan akan membeli kelebihan jumlah saham yang
dimiliki penanam modal asing tersebut dan diperlakukan
sebagai treasury stocks, dengan memperhatikan Pasal
37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas.

2.6. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2414
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat
PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui
satu pintu.

2. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, pemerintah
daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan
Ekonomi Khusus

3. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di

wilayah negara Republik Indonesia.
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4. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha
yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang

memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak,
kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan
Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama
pemberi wewenang.

8. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak,
kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan
Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama
penerima wewenang.

9. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat
PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang
diberikan melalui PTSP secara elektronik.

10.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE
adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki
kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan

pemerintah daerah.
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Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun
2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Bidang Usaha Terbuka adalah Bidang Usaha yang bersifat
komersial.

2. Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman
Modal yaitu :

a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana
Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 200T tentang Penanaman
Modal sebagaimana telah diubah dengan
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja; dan

b. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI
11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur
(KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt
(KBLr 1 1031).

3. Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan
oleh Pemerintah Pusat adalah kegiatan yang bersifat
pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan
yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau
dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

4. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu merupakan
Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam
Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

e persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam
Modal dalam negeri;

e persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan
kepemilikan modal asing;

e persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan

khusus; atau
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e persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu bidang
usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta
diatur dalam  peraturan perundang-undangan
tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan

minuman beralkohol.

5. Bidang Usaha dengan persyaratan Penanaman Modal
lainnya meliputi:

« Perdagangan Besar Minuman Keras/Beralkohol
(importir, distributor, dan sub distributor) (KBLI
a6333);

« Perdagangan Eceran Minuman Keras atau
Beralkohol (KBLI 47221); dan

« Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras atau
Beralkohol (KBLI 47826).

6. Persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan
kepemilikan modal asing tidak berlaku terhadap:

e Penanaman Modal yang telah disetujui pada Bidang
Usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini
diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam
perizinan berusaha, kecuali ketentuan dalam
Peraturan Presiden ini lebih menguntungkan bagi
Penanaman Modal; atau

e Penanam Modal yang memperoleh hak istimewa
berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan
negara asal Penanam Modal tersebut kecuali
ketentuan Bidang Usaha yang sama yang diatur
dalam Peraturan Presiden ini lebih menguntungkan
bagi Penanam Modal.

7. Perusahaan yang Bidang Usahanya masuk ke dalam Bidang
Usaha Penanaman modal akan melakukan perubahan
kepemilikan modal asing akibat terjadinya penggabungan,
pengambilalihan, atau peleburan di Bidang Usaha yang

sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:
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e Dbatasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan
yang menerima penggabungan sebagaimana
tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan

yang menerima penggabungan;

e batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan
yang diambil alih sebagaimana tercantum dalam
perizinan berusaha perusahaan yang diambil alih;
atau

e batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan
baru hasil peleburan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan pada saat
terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan
dimaksud.

2.8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat
SPM, Adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.

2. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang
mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan
pemerintahan.

3. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif
yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran
yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM
tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat

pelayanan.
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. SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja
pelayanan bidang penanaman modal yang
diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang
Penanaman Modal dan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal.

. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk
melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai
penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal,
yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur
pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai
dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi,
yang melaksanakan fungsi utama koordinasi di bidang
Penanaman, modal di pemerintah provinsi.

. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman
Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur
pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk
sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah
kabupaten/kota, yang melaksanakan fungsi utama
koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah
kabupaten/kota.

. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
Adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri
maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha
di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya
disingkat sebagai PMDN adalah kegiatan menanam modal
untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam
negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

3. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat
sebagai PMA adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi atau
pemerintah daerah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang
Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi atau
pemerintah daerah kabupaten/kota

5. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala
kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu
lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik

kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
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6. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber
daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu
daerah yang mempunyai nilai ekonomi.

7. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman
Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon

penanam modal.

8. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal
adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan
peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana
dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta
pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.

9. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang
selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi
berbasis situs (website) yang berfungsi untuk
menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman
Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam
pengembangan potensi daerah.

10.Pemberdayaan Usaha adalah upaya fasilitasi pembinaan
dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional, serta
kemitraan terhadap pengusaha kecil, menengah, dan
pengusaha besar.

11.Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan
Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka
dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung
atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku

usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
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2.10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Fasilitas Penanaman Modal

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan
Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha
untuk menunjang kegiatan usaha.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang
dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Iembaga
pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang koordinasi penanaman modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah
organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
penanaman modal.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha,
kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang
melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang

tertentu.
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8. Penanam Modal Dalam Negeri adalah Pelaku Usaha
perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha
Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang
melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik
Indonesia.

9. Penanam Modal Asing adalah Pelaku Usaha
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing,
dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman
Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

10.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya
disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri
dengan menggunakan modal dalam negeri.

11.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA
adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha
di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh
Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal
asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan
Penanam Modal Dalam Negeri.

12.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi / pendaftaran Pelaku Usaha untuk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi
Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

13.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

14.1zin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha
yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum
melaksanakan kegiatan usahanya.

15.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan
pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar

pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui

Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha | 1I-20



pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

2.11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2025

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan
dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka
mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi rencana
pembangunan jangka panjang Daerah, rencana
pembangunan jangka menengah Daerah, rencana
strategis PD, rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana
kerja PD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah yang memuat visi,
misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kota Denpasar yang selanjutnya
disebut RPIJMD Semesta Berencana adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan
pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi PD.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan

Daerah.
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6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

7. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

8. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan

fungsi.

2.12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar
Tahun 2021-2041

Ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang
bersifat terbatas dan tidak terperbaharui yang harus
dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang
dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang
dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana
untuk mewujudkan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Selain itu juga
perlu merujuk Visi Pemerintah Kota Denpasar yakni “Kota Kreatif
Berbasis Budaya Menuju Denpasar MAJU (Makmur, Aman, Jujur
dan Unggul)”.

Penataan Ruang Wilayah bertujuan untuk mewujudkan
Kota Denpasar sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan destinasi
pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan
berjatidiri budaya Bali melalui sinergi pengembangan Wilayah
secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, jasa dan
kepariwisataan menuju kesejahteraan masyarakat sebagai

implementasi dari falsafah Tri Hita Karana.
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2.12.1Rencana Pola Ruang
A. Kawasan Lindung
Kawasan Lindung, seluas kurang lebih 1.024 (seribu dua
puluh empat) hektare terdiri atas:
1. Kawasan Perlindungan Setempat;
2. Ruang Terbuka Hijau;
3. Kawasan konservasi; dan
4. Kawasan Ekosistem Mangrove.
B. Kawasan Budidaya
Kawasan Budi Daya seluas kurang lebih 11.574 (sebelas ribu
lima ratus tujuh puluh empat) hektare, yang terdiri atas:
1. Kawasan Pertanian;
Kawasan Pertambangan dan Energi;
Kawasan Pariwisata;
Kawasan Permukiman;
Kawasan Perdagangan dan Jasa;
Kawasan Perkantoran;

Kawasan Transportasi; dan

® N O A~ N

Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

2.13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2022
tentang RDTR Wilayah Perencanaan Utara Tahun 2022-
2042
Berdasarkan muatan pasal 3 yaitu menyatakan ruang lingkup

Wilayah Perencanaan Utara seluas 2.025,60 (dua ribu dua puluh lima

koma enam nol) hektar, yang meliputi:

a. Desa Peguyangan Kaja direncanakan seluas 326,43 (tiga ratus dua

puluh enam koma empat tiga) hektar;

b. sebagian Desa Peguyangan Kangin direncanakan seluas 377,10

(tiga ratus tujuh puluh tujuh koma satu nol) hektar;
c. sebagian Desa Pemecutan Kaja direncanakan seluas 223,77 (dua

ratus dua puluh tiga koma tujuh tujuh) hektar;
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. Desa Ubung Kaja direncanakan seluas 439,25 (empat ratus tiga
puluh sembilan koma dua lima) hektar;

. Kelurahan Peguyangan direncanakan seluas 337,66 (tiga ratus tiga
puluh tujuh koma enam enam) hektar;

. sebagian Kelurahan Tonja direncanakan seluas 160,86 (seratus

enam puluh koma delapan enam) hektar; dan
g. Kelurahan Ubung direncanakan seluas 160,54 (seratus enam puluh

koma lima empat) hektar.

2.13.1Tujuan Penataan Ruang

Penataan WP Utara bertujuan untuk mewujudkan Ruang WP
Utara sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pelayanan transportasi,
kawasan penyangga pertanian, kawasan permukiman yang terintegrasi
harmonis berdasarkan Tri Hita Karana.
2.13.2Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan muatan yang tercantum dalam Pasal 5 vyaitu
menyatakan bahwa penataan dan pengaturan terkait Rencana Struktur
Ruang, terdiri dari:
Rencana pengembangan pusat pelayanan;
Rencana jaringan transportasi;
Rencana jaringan enerqgi;
Rencana jaringan telekomunikasi;
Rencana jaringan sumber daya air;

Rencana jaringan air minum;

A

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3);

h. Rencana jaringan persampahan;

i. Rencana jaringan drainase; dan

J. Rencana jaringan prasarana lainnya.

2.13.3Rencana Pola Ruang
Berdasarkan muatan yang tercantum dalam Pasal 16 yaitu
menyatakan bahwa penataan dan pengaturan terkait Rencana Pola

Ruang, terdiri dari:

Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha | 11-24



. Zona Lindung, terdiri dari:

Zona BA;
Zona PS; dan
Zona RTH.

. Zona Budidaya, terdiri dari:

Zona BJ;
Zona P;
Zona R;
Zona SPU;
Zona C;
Zona K; dan
Zona KT.

2.14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 58 Tahun 2022

tentang RDTR Wilayah Perencanaan Tengah
Ruang lingkup Wilayah Perencanaan Tengah seluas 1.640,53 Ha

(seribu enam ratus empat puluh koma lima tiga hektar). Batas-Batas

WP Tengah, terdiri atas:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Peguyangan dan

sebagian Kelurahan Tonja;

sebelah timur berbatasan dengan sebagian Desa Sumerta Kaja,
sebagian Desa Sumerta Kelod, Kelurahan Sumerta dan
Kelurahan Kesiman;

sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Denpasar

Selatan;

. sebelah barat berbatasan dengan sebagian Desa Pemecutan

Kelod, Desa Tegal Harum, sebagian Kelurahan Pemecutan dan

sebagian Desa Pemecutan Kaja.

2.14.1Tujuan penataan Ruang

Penataan WP Tengah bertujuan untuk mewujudkan ruang WP

tengah sebagai pusat pelayanan publik kota, pusat pemerintahan kota,

pusat pemerintahan Provinsi, kawasan perdagangan dan jasa serta
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kawasan permukiman yang berjati diri budaya Bali berdasarkan Tri Hita
Karana.
2.14.2Rencana Struktur Ruang
Rencana struktur ruang WP Tengah, terdiri dari:
. Rencana pengembangan pusat pelayanan;

. Rencana jaringan transportasi;

. Rencana jaringan energi;

a

b

C

d. Rencana jaringan telekomunikasi;

e. Rencana jaringan sumber daya air;

f. Rencana jaringan air minum;

g. Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun;

h. Rencana jaringan persampahan;

i. Rencana jaringan drainase; dan

Rencana jaringan prasarana lainnya.

2.14.3Rencana Pola Ruang
Rencana pola ruang, WP Tengah terdiri dari:
a. Zona Lindung, terdiri dari:

1. Zona Badan Air (BA);

2. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan

3. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa Sub-zona Taman
Kota (RTH-2), Sub-zona Pemakaman (RTH-7), dan Sub-
zona Jalur Hijau (RTH-8).

b. Zona Budidaya, terdiri dari:

1. Zona Badan Jalan (BJ);

2. Zona Pertanian (P) berupa Sub-zona Hortikultura (P-2);

3. Zona Perumahan (R) berupa Sub-zona Perumahan
Kepadatan Tinggi (R-2), dan Sub-zona Perumahan
Kepadatan Sedang (R-3);

4. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) berupa SPU Skala
Kota (SPU-1), SPU Skala Kecamatan (SPU-2), SPU Skala
Kelurahan (SPU-3), dan SPU Skala RW (SPU-4);
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5. Zona Campuran (C) berupa Sub-Zona Campuran Intensitas
Menengah/Sedang (C-2);

6. Zona Perdagangan dan Jasa (K) berupa Sub-zona
Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1), Sub-zona
Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2), dan Sub-zona
Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3);

7. Zona Perkantoran (KT);

8. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);

9. Zona Transportasi (TR); dan

10. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

2.15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 59 fahun 2022
tentang RDTR Wilayah Perencanaan Barat
Wilayah Perencanaan Barat seluas 1.768,96 (seribu tujuh ratus
enam puluh delapan koma sembilan enam) hektar, yang meliputi:
1. Desa Padang Sambian Kaja seluas 320,41 (tiga ratus dua
puluh koma empat satu) hektar;
2. sebagian Kelurahan Padangsambian seluas 367,37 (tiga
ratus enam puluh tujuh koma tiga tujuh) hektar;
3. sebagian Desa Pemecutan Kelod seluas 454,61 (empat ratus
lima puluh empat koma enam satu) hektar);
4. Desa Tegal Harum seluas 72,00 (tujuh puluh koma nol nol)
hektar;
5. Desa Tegal Kertha seluas 79,67 (tujuh puluh sembilan koma
enam tujuh) hektar;
6. sebagian Desa Padangsambian Kelod seluas 399,72 (tiga
ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh dua) hektar; dan
7. Kelurahan Pemecutan seluas 75,17 (tujuh puluh lima koma

satu tujuh) hektar.
2.15.1Tujuan penataan Ruang

Penataan WP Barat untuk mewujudkan ruang WP barat sebagai

kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, pusat
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pelayanan olahraga yang terintegrasi harmonis berdasarkan Tri Hita
Karana.

2.15.2Rencana Struktur Ruang
Rencana struktur ruang WP Barat, terdiri dari:

rencana pengembangan pusat pelayanan,;
rencana jaringan transportasi;

rencana jaringan energi;

rencana jaringan telekomunikasi;

rencana jaringan sumber daya air;

rencana jaringan air minum;

@ ~ 0o o0 TP

rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun;
h. rencana jaringan persampahan;
i. rencana jaringan drainase; dan

j- rencana jaringan prasarana lainnya.

2.15.3Rencana Pola Ruang
Rencana pola ruang WP Barat, terdiri dari:
a. Zona Lindung, terdiri dari:

1. Zona Badan Air (BA);

2. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan

3. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa Sub-zona Taman
Kota (RTH-2), Sub-zona Pemakaman (RTH-7), dan Sub-zona
Jalur Hijau (RTH-8).

b. Zona Budidaya, terdiri dari:

1. Zona Badan Jalan (BJ);

2. Zona Pertanian (P) berupa Sub-zona Tanaman Pangan (P-1);

3. Zona Pariwisata (W);

4. Zona Perumahan (R) berupa Sub-zona Perumahan
Kepadatan Tinggi (R-2), Sub-zona Perumahan Kepadatan
Sedang (R-3), Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-
4), dan Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-
5);
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5. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) berupa SPU Skala Kota
(SPU-1), SPU Skala Kecamatan (SPU-2), SPU Skala
Kelurahan (SPU-3), dan SPU Skala RW (SPU-4);

6. Zona Perdagangan dan Jasa (K) berupa Sub-zona
Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1), Sub-zona
Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2), dan Sub-zona
Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3);

7. Zona Perkantoran (KT);

8. Zona Pengelolaan Persampahan (PP); dan

9. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

2.16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2023
tentang RDTR Wilayah Perencanaan Timur
Berdasarkan muatan pasal 3 yaitu menyatakan ruang lingkup
Wilayah Perencanaan Timur eluas 2.174,00 (dua ribu seratus tujuh
puluh empat koma nol nol) hectare. Batas WP Timur, terdiri dari:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Badung;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sanur Kaja, dan
Desa Sumerta Klod; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan sebagian Desa
Peguyangan Kangin, Sebagian Kelurahan Tonja, dan
sebagian Desa Sumerta Kaja.
2.16.1Tujuan penataan Ruang
Tujuan ruang WP timur untuk mewujudkan ruang WP timur
sebagai kawasan penyangga pertanian, pusat pelayanan perdagangan
dan jasa, kawasan permukiman yang terintegrasi harmonis

berdasarkan Tri Hita Karana.

2.16.2Rencana Struktur Ruang
Berdasarkan muatan yang tercantum dalam Pasal 5 vyaitu
menyatakan bahwa penataan dan pengaturan terkait Rencana Struktur

Ruang, terdiri dari:
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. Rencana pengembangan pusat pelayanan;

Rencana jaringan transportasi;

.Rencana jaringan energi;

Rencana jaringan telekomunikasi;

Rencana jaringan sumber daya air;

Rencana jaringan air minum;

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun;

Rencana jaringan persampahan;

. Rencana jaringan drainase; dan

Rencana jaringan prasarana lainnya.

2.16.3Rencana Pola Ruang

Berdasarkan muatan yang tercantum dalam Pasal 16 vyaitu

menyatakan bahwa penataan dan pengaturan terkait Rencana Pola

Ruang, terdiri dari:

a. Zona Lindung, terdiri dari:

e Zona Badan Air (BA);

e Zona Perlindungan Setempat (PS); dan

e Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa Sub-zona Taman Kota
(RTH-2), Sub-zona Pemakaman (RTH-7), dan Sub-zona Jalur
Hijau (RTH-8).

b. Zona Budidaya, terdiri dari:

e Zona Badan Jalan (BJ);

e Zona Pertanian (P) berupa Sub-zona Tanaman Pangan (P-1),
dan Sub-zona Hortikultura (P-2);

e Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);

e Zona Pariwisata (W);

e Zona Perumahan (R) berupa Sub-zona Perumahan Kepadatan
Tinggi (R-2), Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3),
Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4), dan Sub-zona

Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5);
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2.17.

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) berupa SPU Skala Kota
(SPU-1), SPU Skala Kecamatan (SPU-2), SPU Skala Kelurahan
(SPU-3), dan SPU Skala RW (SPU-4);

Zona Perdagangan dan Jasa (K) berupa Sub-zona Perdagangan
dan Jasa Skala Kota (K-1), Sub-zona Perdagangan dan Jasa
Skala WP (K-2), dan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala
SWP (K-3);

Zona Perkantoran (KT);

Zona Peruntukan Lainnya (PL) berupa Sub-zona Instalasi
Pengelolaan Air Minum (IPAM) (PL-3);

Zona Pengelolaan Persampahan (PP); dan

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2022
tentang RDTR Wilayah Perencanaan Selatan

Berdasarkan muatan pasal 3 yaitu menyatakan ruang lingkup

Wilayah Perencanaan Selatan seluas 4.978,34 (empat ribu sembilan

ratus tujuh puluh delapan koma tiga empat), yang meliputi:

1.

Desa Pemogan seluas 1.010,89 (seribu sepuluh koma delapan
sembilan) hektare;

Desa Sidakarya seluas 453,72 (empat ratus lima puluh tiga koma
tujuh dua) hektare;

Desa Sanur Kaja seluas 256,02 (dua ratus lima puluh enam koma
nol dua) hektare;

Desa Sanur Kauh seluas 458,18 (empat ratus lima puluh delapan
koma satu delapan) hektare;

Kelurahan Sanur seluas 328,33 (tiga ratus dua puluh delapan
koma tiga tiga) hektare;

Kelurahan Panjer seluas 312,96 (tiga ratus dua belas koma

sembilan enam) hektare;

. Kelurahan Pedungan seluas 764,98 (tujuh ratus enam puluh

empat koma sembilan delapan) hektare;
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8. Kelurahan Renon seluas 289,12 (dua ratus delapan puluh
sembilan koma satu dua) hektare;

9. Kelurahan Sesetan seluas 518,95 (lima ratus delapan belas
koma sembilan lima) hektare; dan

10.Kelurahan Serangan seluas 585,17 (lima ratus delapan puluh

lima koma satu tujuh) hektare.

2.17.1Tujuan penataan Ruang

Penataan WP Selatan bertujuan untuk mewujudkan Ruang WP
Selatan sebagai kawasan kawasan perdagangan dan jasa, kawasan
permukiman, kawasan pertanian, pelayanan infrastruktur kota dan
wilayah serta kawasan pariwisata yang terintegrasi harmonis

berdasarkan Tri Hita Karana.

2.17.2Rencana Struktur Ruang
Berdasarkan muatan yang tercantum dalam Pasal 5 vyaitu
menyatakan bahwa penataan dan pengaturan terkait Rencana Struktur
Ruang, terdiri dari:
Rencana pengembangan pusat pelayanan;
Rencana jaringan transportasi;
Rencana jaringan enerqgi;
Rencana jaringan telekomunikasi;
Rencana jaringan sumber daya air;

Rencana jaringan air minum;

A

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun;

h. Rencana jaringan persampahan;

i. Rencana jaringan drainase; dan

J. Rencana jaringan prasarana lainnya.

2.17.3Rencana Pola Ruang
Berdasarkan muatan yang tercantum dalam Pasal 16 vyaitu
menyatakan bahwa penataan dan pengaturan terkait Rencana Pola

Ruang, terdiri dari:
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a. Zona Lindung, terdiri dari:

Zona BA;

Zona PS;

Zona RTH berupa Sub-Zona RTH-2, Sub-Zona RTH-7; dan Sub-
Zona RTH-8;

Zona KS berupa Sub-zona THR; dan

Zona EM.

b. Zona Budidaya, terdiri dari:

Zona BJ;

Zona P berupa Sub-Zona P-1; dan Sub-Zona P-2 ;

Zona PTL;

Zona KPI;

Zona W;

Zona R berupa Sub-Zona R-2, Sub-Zona R-3, Sub-Zona R-4, dan
Sub-Zona R-5;

Zona SPU berupa Sub-Zona SPU-1, Sub-Zona SPU-2, Sub-Zona
SPU-3; dan Sub-Zona SPU-4;

Zona K berupa Sub-Zona K-1, Sub-Zona K-2; dan Sub-Zona K-3;
Zona KT;

Zona PL berupa Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-
4);

Zona PP;

Zona TR; dan

Zona HK
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PENDEKATAN
& METODOLOGI

Menguraikan tentang pendekatan,
kerangka pemikiran dan metode
pelaksanaan pekerjaan.




3.1. Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan

Secara umum, Penyusunan Penyediaan Peta Potensi Investasi
Dan Peluang Usaha Di Kota Denpasar Tahun 2025, dapat dilihat
berdasarkan beberapa pendekatan yang sedang berkembang untuk
digunakan dalam merumuskan maksud, tujuan dan sasaran dalam

kegiatan ini yaitu.

3.1.1.Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif adalah mengacu pada peraturan
perundangan undangan yang berlaku. Kegiatan Belanja Jasa Tenaga
Ahli Penyusunan Penyediaan Peta Potensi Investasi Dan Peluang
Usaha Di Kota Denpasar Tahun 2025 sebagian besar mengacu pada
kebijakan penanaman modal yang berlaku diantaranya adalah sebagai
berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Bidang
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
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dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).

7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128).

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan Penanaman Modal;

10.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1196);

11.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta
Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

12.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun
2021-2041.

13.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2022 tentang
RDTR Wilayah Perencanaan Utara Tahun 2022-2042;

14.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 58 Tahun 2022 tentang
RDTR Wilayah Perencanaan Tengah;

15.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 59 Tahun 2022 tentang
RDTR Wilayah Perencanaan Barat;

16.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2023 tentang

RDTR Wilayah Perencanaan Timur;
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17.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2022 tentang
RDTR Wilayah Perencanaan Selatan

Landasan normatif dalam melaksanakan pekerjaan ini, dapat
dibagi menjadi 2, yaitu landasan normatif yang bersifat umum, yaitu
produk-produk peraturan di tingkat pusat dan Provinsi Bali yang berlaku
untuk seluruh wilayah kajian, dan landasan normatif yang bersifat
kewilayahan, yaitu produk-produk peraturan di Kota Denpasar yang
hanya berlaku di level wilayah kajian, baik menyangkut perencanaan
pembangunan (development plan) maupun perencanaan penataan

ruang (spatial plan).

3.1.2.Pendekatan Teknis Akademis
Pendekatan teknis akademis adalah pendekatan yang dilakukan
dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggung jawabkan
secara akademis, baik itu dalam pembagian tahapan pekerjaan
maupun teknik-teknik identifikasi, analisa, penyusunan strategi maupun
proses pelaskanaan penyepakatan. Dalam pendekatan ini, proses
penyusunan Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan
Penyediaan Peta Potensi Investasi Dan Peluang Usaha Di Kota
Denpasar Tahun 2025 menggunakan beberapa metode dan teknik studi
yang baku yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh tim kerja
dan pemberi kerja. Adapun dalam penerapannya, pendekatan teknis-
akademis ini umumnya dicirikan dengan beberapa karakteristik sebagai
berikut:
1. Cara berpikirnya didasarkan pada cara berpikir yang
eksploratif
2. Melihat suatu kondisi atau situasi dari berbagai sudut
pandang yang terkait (komprehensif)
3. Penyelesaian terhadap suatu persoalan tidak dilihat dalam
jangka pendek melainkan dilihat sebagai suatu solusi jangka

panjang yang berdasar pada pembangunan keberlanjutan.
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3.1.3.Pendekatan Pembangunan Ekonomi Yang

Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah

pembangunan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang,

adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah:

a.

Satu syarat penting bagi terciptanya manajemen ekonomi
yang memadai dan handal adalah harus terjaminnya
keberlanjutan sumber daya pendukung pembangunan
wilayah.

Percepatan pembangunan ekonomi harus berkontribusi pada
Pembangunan Berkelanjutan. dan diintegrasikan dengan
lingkungan alam, budaya, dan manusia. Pembangunan
ekonomi harus menjamin perubahan yang dapat diterima
hubungan dengan pengaruhnya terhadap sumber daya alam,
keanekaragaman hayati, dan kapasitas untuk asimilasi
berbagai dampak dan residu yang ditimbulkan.

Pemerintah dan otoritas yang berwenang dengan partisipasi
lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat setempat,
harus melakukan tindakan untuk memadukan perencanaan,
kegiatan ekonomi sebagai kontribusi pada pembangunan
berkelanjutan.

Pemerintah dan organisasi multilateral harus
memprioritaskan dan memperkuat bantuan langsung dan
tidak langsung untuk proyek-proyek percepatan ekonomi
yang berkontribusi pada perbaikan kualitas lingkungan.
Ruang-ruang yang peka lingkungan dan budaya, saat ini dan
masa depan, harus diberi, prioritas khusus dalam kerjasama
teknis dan bantuan keuangan untuk pembangunan
berkelanjutan.

Promosi berbagai bentuk lain dari ekonomi yang selaras
dengan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan
merupakan jaminan terhadap stabilitas dalam jangka

menengah dan panjang.
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g. Pemerintah harus mempromosikan dan berpartisipasi dalam
penciptaan jaring penelitian yang terbuka, penyebarluasan
informasi dan pengetahuan tepat guna  dalam
pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

h. Pengembangan kebijakan dan strategi kegiatan ekonomi
berkelanjutan membutuhkan dukungan dan promosi dari
studi kelayakan untuk transformasi sektor, sekaligus
pelaksanaan proyek-proyek percontohan dan
pengembangan berbagai program kerjasama internasional.

Pendekatan pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk dapat

menekan investasi pada sektor sekunder yang berpotensi memicu
konflik kepentingan dan degradasi lingkungan. Hal ini penting untuk
dapat memastikan sektor sekunder Kota Denpasar dapat memberikan
kontribusi yang sama di masa depan dengan bantuan investasi yang

ada.

3.1.4.Pendekatan Pembangunan Ekonomi Berbasis
Masyarakat

Aspek penting lain dalam percepatan pembangunan adalah
pengembangan ekonomi berbasis masyarakat yang menekankan
pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan,
serta pengembangan kegiatan ekonomi yang dapat memberikan
manfaat bagi, masyarakat setempat. Indikator adanya manfaat yang
diterima oleh masyarakat setempat adalah hasil pembangunan
ekonomi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan mereka aktif
dalam mendukung kelestarian sumber daya.

Prinsip-prinsip  pelibatan masyarakat dalam percepatan

pembangunan ekonomi adalah:

a. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi harus
melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan
dan kepemilikan.

b. Masyarakat lokal harus menerima pembagian hasil yang adil

dari kegiatan ekonomi lokal yang berkembang di daerahnya.

Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha | |lI-6



c. Kegiatan pengembangan ekonomi lokal harus berkelanjutan

secara lingkungan.

Perencanaan percepatan ekonomi berbasis masyarakat juga
memerlukan keterlibatan berbagai stakeholders dalam pengambilan
keputusan. Sektor publik, organisasi, perusahaan swasta, dan abhli
lingkungan merupakan stakeholders yang saling terkait dalam konteks
pengembangan ekonomi yang kompleks.

Partisipasi dalam pembangunan percepatan ekonomi merupakan
suatu pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan sosial,
lingkungan, dan pelayanan, tidak saja kepada investor, tetapi juga
kepada masyarakat lokal. Dalam pengertian yang lebih umum,
partisipasi mengarah pada pemberdayaan masyarakat lokal dalam
menentukan tujuan pembangunannya dan memahami harapan serta

fokus perhatian mereka terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi.

3.2. Metode dan Analisis

Metode atau cara mendapatkan data sangat menentukan
keakuratan data yang dihasilkan. Hal ini berguna untuk mencegah
ketimpangan antara kondisi yang terjadi di lapangan dengan produk
pendataan dan analisa yang dihasilkan. Dalam menentukan cara
pengumpulan data sangat bergantung pada data yang dibutuhkan.
Untuk keperluan pengenalan karakteristik lokasi dan lingkup pekerjaan,

maka dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder, meliputi:

3.2.1.Metode Dan Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam pekerjaan ini terdiri dari dua
bagian vyaitu metode pengumpulan data primer dan metode
pengumpulan data sekunder.
A. Pengumpulan Data Primer
Metode pengumpulan data primer antara lain:
1) Pengumpulan data melalui wawancara, dilakukan secara
mendalam depth interview yang dimana hal ini tidak dapat

ditemukan melalui observasi. Dalam Kegiatan Belanja Jasa
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2) Survey dan Observasi Lapangan, merupakan kegiatan
pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Saat melakukan
observasi selama pelaksanaan pengumpulan data, observasi
dapat dibagi menjadi partisipan dan non partisipan. Jenis
observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi non partisipatif. Survei yang dilakukan terdiri dari:
a. Survei infrastruktur.

b. Survei Pelaku Ekonomi.

c. Survei Sosial Kependudukan.

Tabel 3. 1 Panduan Wawancara di Kantor Desa/Kelurahan

No

Pertanyaan

Apakah sektor unggulan yang ada di Desa/Kelurahan ini?

a. Pertanian.

b. Perkebunan.

c. Peternakan.

d. Pariwisata.

e. Sentra industri/Industri rumah tangga.

f. lain-lain.
Jika ada, komoditas unggulan apakah yang paling banyak dihasilkan?
Keterangan:

Siapakah pengelola dan dimanakah lokasi komoditas unggulan tersebut?
Keterangan:

Bagaimanakah perkembangan sektor dan komoditas unggulan di
Desa/Kelurahan ini tiap tahunnya?
Keterangan:
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Pertanyaan

Kemanakah komoditas unggulan tersebut dijual?
Keterangan:

Apakah di Desa/Kelurahan ini ada pelaku usaha yang mengolah hasil
komoditas unggulan dan/atau industri yang cukup berkembang?
a.Ada.
b. Tidak ada.
Jika ada, dimanakah lokasi usaha dan/atau industri tersebut?
Keterangan:

Adakah permasalahan yang menghambat pengembangan komoditi
unggulan di Desa/Kelurahan ini?
Keterangan:

Adakah potensi unggulan pada sektor tersier di Desa/Kelurahan ini?
Jika ada, apakah sektor tersier yang memiliki potensi unggulan tersebut?
a. Pariwisata.
b. Perdagangan Besar.
c. Jasa.
d. lain-lain.
Keterangan:

Dimanakah lokasi potensi unggulan pada sektor tersier tersebut?
Keterangan:
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Pertanyaan

Adakah lembaga atau instansi atau kelompok yang mengelola potensi
sektor tersier tersebut?
Keterangan:

Tabel 3. 2 Panduan Wawancana Terhadap Pelaku Usaha (Sektor

Primer maupun Sektor Sekunder)

No | Pertanyaan

Nama

Jenis Usaha
Alamat
Nomor Hp

1. | Berapakah luas lahan yang difungsikan untuk usaha?
Keterangan :

2. | Berapakah besaran biaya investasi dan/atau biaya modal usaha,
meliputi:

a. Biaya pengadaan alat produksi?

b. Biaya perawatan alat produksi?

c. Biaya bahan baku?

d. Biaya produksi?

e. Biaya SDM?

f. Biaya modal lainnya?
Keterangan :

3. | Darimakah sumber bahan baku dalam melakukan produksi?
Keterangan :
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No

Pertanyaan

Berapakah kapasitas produksi?
Keterangan :

Berapakah besaran jumlah produksi per tahun?
Keterangan :

Bagaimanakah penjualan hasil produksi, meliputi:
a. Data harga jual hasil produksi.
b. Data jumlah penjualan per tahun.
Keterangan :

Berapakah keuntungan penjualan per tahun, meliputi:
a. keuntungan bersih per tahun?
b. keuntungan kotor per tahun?

Keterangan :

Bagaiamankah pangsa pasar saat ini, serta adakah rencana
pengembangan pangsa pasar kedepannya?
Keterangan :

Bagaimanakah pengelolaan limbah hasil produksi?
Keterangan :
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Adakah kendala atau permasalahan yang dihdapi dalam proses produksi
hingga pada proses penjualan produk?
Keterangan :

11. | Siapakah pangsa pasar dari usaha yang Bapak/Ibu geluti?
Keterangan :

Tabel 3. 3 Panduan Wawancana Terhadap Pelaku Usaha Tersier
(Daya Tarik Wisata)

Nama

Jenis Usaha
Alamat
Nomor Hp

1. | Siapakah yang mengelola usaha pada sektor tersier ini?
a. Perseorangan?
b. Perusahaan?
c. Organisasi?
d. Lainnya.
Keterangan:

2. | Berapakah rata-rata kunjungan wisatwan yang berkunjung?
a.Per Hari?
b. Per Bulan?
c. Per Tahun?

Keterangan:
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No

Pertanyaan

3. | Apakah lahan yang digunakan sebagai DTW merupakan milik pribadi atau
sewa?
Keterangan:
4. | Apakah terdapat retribusi bagi pengunjung yang datang ke DTW ini?
Dan berapakah besaran retribusi tersebut?
a.Untuk Perseorangan?
b. Untuk paket wisata?
c. Untuk per kendaraan?
d. Lainnya.
Keterangan:
5. | Adakah lahan atau kios yang disewakan kepada para pedagang dan/atau
jasa di sekitar DTW?
Jika ada, berapakah biaya sewa lahan atau kios tersebut?
Keterangan:
6. | Berapakah total modal awal dalam menata dan mengelola DTW ini hingga
layak dipromosikan untuk mendatangkan pengunjung?
Keterangan:
7. | Apa sajakah jenis pengeluaran dalam mengelola DTW ini?
Keterangan:
8. | Berapakah jumlah total pengeluaran dalam mengelola DTW ini tiap

bulannya?
Keterangan:
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No

Pertanyaan

Berapakah rata-rata penghasilan atau pemasukan yang didapat tiap
tahunnya?
Keterangan:

10.

Berapakah keuntungan per tahunnya, meliputi:
a. Keuntungan bersih per tahun?
b. Keuntungan kotor per tahun?
Keterangan:

11.

Bagaiamanakah kondisi dan pangsa pasar DTW saat ini, serta adakah
rencana pengembangan DTW kedepannya agar berkelanjutan yang dapat
meningkatkan pangsa pasar?

Keterangan:

12.

Bagaimanakah pengelolaan limbah atau sampah pada DTW ini?
Keterangan:

13.

Bagaimanakah kondisi infrastruktur penunjang usaha?
Keterangan:

14.

Adakah bentuk kerjasama baik dari Pemerintah Daerah maupaun swasta
dalam mengoptimalkan potensi DTW ini?
Keterangan:
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No

Pertanyaan

15.

Adakah bantuan dari pemerintah atau bantuan dari swasta dalam
mengoptimalkan potensi yang ada?
Keterangan:

16.

Bagaimanakah bentuk promosi yang dilakukan dalam mengoptimalkan
perkembangan usaha?
Keterangan:

17.

Adakah kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam mengelola
usaha?
Keterangan:

B. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari beberapa literatur yang bersumber

dari dokumen kebijakan pemerintah, buku, media populer (online),

website resmi pemerintah, data statistik, dan jurnal ilmiah dalam negeri

dan luar negeri. Data sekunder dikumpulkan dengan melalui teknik

mengambil, mengutip atau menggunakannya sebagian/seluruhnya dari

sekumpulan data yang ada di dalam catatan atau laporan tersebut. Data

Sekunder yang akan dikumpulkan antara lain:

1. Dokumen RTRW Provinsi Bali;
2. Dokumen RTRW Kota Denpasatr;
3. Dokumen RDTR Kota Denpasatr;

Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha | [lI-15




N o ok

Data sebaran UMKM dan investasi di Kota Denpasar;
Studi-studi terdahulu terkait dengan kawasan perencanaan;
Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan lainnya; dan
Dokumen lain yang terkait.

Tabel 3. 4 Kebutuhan Data Penyusunan Penentuan Peluang

Investasi Daerah

No | Variabel Dat Sub Variabel Dat Sumber =
o] ariabel Data ub Variabel Data Uraian/
Data Dokumen Deslaes Tabel | Peta
Kajian Penyusunan Sistem
1 . \Y \Y
Informasi Penanaman Modal
A Dokumen/ 5 Kajian RUMP Kota Denpasar v v
Kajian yang pernah disusun
3 Kajian Peta Investasi yang v v v
pernah disusun
Perkembangan ljin Prinsip
1 dan Rencana Investasi (PMA) v v
di Kota Denpasar 10 tahun
terakhir
Perkembangan ljin Prinsip
> dan Rencana Investasi PMDN v v
Berdasarkan Subsektor 10
Data tahunterakhir_ _ _
B | Perkembangan Sebaran Realisasi Investasi EP:V'PTSP
Investasi 3 PMDN Per Kecamatan Di ota v v
Kota Denpasar 10 tahun | Denpasar
terakhir
Sebaran Realisasi PMA Per
4 | Kecamatan di Kota Denpasar v Y
10 tahun terakhir
Realisasi PMA Berdasarkan
5 | Negara Asal di Kota Denpasar v Y
10 tahun terakhir
Potensi Investasi Per
1 Y Y \ Y
Kecamatan
Data Potensi | 2 | Potensi Investasi Per Desa Y Y \Y
D | Perwilayahan Data karakteristik investor
Investasi 3 | (umlah mudal, usaha v v v v
permodalan, SDM  yang
digunakan)
1 | Besaran Modal Produksi v v
> Besaran Jumlah Produksi Per v v v
Data Tahun Diskopukmp
E Perkembangan Besaran Pengeluaran Biaya | Kota
Pelaku Usaha Produksi Per tahun Denpasar v v
Besaran Keuntungan v v
Penjualan Per Tahun
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Dokumen

. : Sumber
Variabel Data Sub Variabel Data Uraian/
Data
i Dokumen Deskripsi Tabel | Peta
5 | Data target pemasaran v \Y
Data time series (lebih dari 5
6 s Y Y
tahun ke atas)
1 Jumlah  UMKM di Kota v v
Denpasar 10 tahun terakhir
Lokasi Sebaran UMKM di
2 v \Y v
Kota Denpasar
Jenis-jenis UMKM di Kota
3 v \Y
Denpasar
Data Data UMKM unggulan di Kota
4 % %
Perkembangan Denpasar
UMKM 5 | Jumiah tenaga Kerja tiap v v v
UMKM di Kota Denpasar
Data Produk hasil UMKM
6 | yang diserap sektor % % v
pariwisata
Data time series (lebih dari 5
7 \Y \Y v
tahun ke atas)
1 Jenis Usaha Sektor v v v
Pengolahan di Kota Denpasar
2 Lokasi Usaha Sektor v v v v
Pengolahan di Kota Denpasar
- Produksi Usaha  Sektor
Data Wilayah .
Unggulan y 3 Pengolahan di Kota Denpasar v v v
Sektor Jumlah tenaga Kerja tiap
Pengolahan, 4 | Usaha Sektor Pengolahan di v v v
eskpor dan Kota Denpasar
import 5 | Data Eskpor v v v
6 | Data Import s s \Y
Data time series (lebih dari 5
7 s \Y
tahun ke atas)
Data Jumlah  Akomodasi
1 o Y \
Pariwisata
Data Sebaran Akomodasi
2 o Y \ Y
Pariwisata
Jenis dan Sebaran Fasilitas
3 Y \
_ Perdagangan
Bata | Wilayah 4 Data Jumlah Usaha v v
ngguian Perdagangan
Perdagangan, Pol dan kecenderungan
Hotel dan | 5 orE mban nece erunga v Y v
Restoran. perkembanga
Jens dan Ragam Usaha
6 v \Y;
Perdagangan
Jenis dan Sebaran Sektor
7 \ v \
Informal
Data time series (lebih dari 5
8 v Y \
tahun ke atas)
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Dokumen

. : Sumber
Variabel Data Sub Variabel Data Uraian/
Data
i Dokumen Deskripsi Tabel | Peta
1 | PDRB Provinsi %
2 | PDRB Kabupaten v v v
Data Mata Pencaharian
3 v v \Y
Data penduduk
Perkem bangan 4 Koeﬁsien G|n| Epts \ \ \"
Investasi 5 | Kondisi Sektor Primer Do a v v Y
Sektoral o enpasar
6 | Kondisi Sektor Sekunder % % v
7 | Kondisi Sektor Tersier v v Y,
Data time series (lebih dari 5
8 v v \Y
tahun ke atas)
Data Mata Pencaharian Disnaker
1 enduduk Kota v v \Y
Data Mata P Denpasar
pencaharian Data perkembangan mata
2 | pencaharian penduduk per % % %
kecamatan
Jenis Usaha Sektor Pertanian
1 dan Perkebunan yang v v v
berkembang di Kota
Denpasar
Data Lokasi Usaha Sektor
Perkembangan 2 | Pertanian dan Perkebunan di % % v v
Sektor Pertanian Kota Denpasar
dan Perkebunan 3 Produksi Usaha  Sektor v v v
Peternakan di Kota Denpasar |
Data Sektor Pertanian dan | Pinas
4 | Perkebunan Unggulan di Kota | Pertanian v v v
Denpasar dan Pangan
Jenis Usaha Sektor | Kota
| | Peternakan yang | Denpasar y y v
berkembang di Kota
Data Denpasar
Perkembangan 2 Lokasi Usaha Sektor v v v v
Sektor Peternakan di Kota Denpasar
Peternakan 3 Produksi ~ Usaha  Sektor v v v
Peternakan di Kota Denpasar
4 Data Sektor Peternakan v v v
Unggulan di Kota Denpasar
Jenis Usaha Sektor Perikanan
1 | yang berkembang di Kota % % % v
Denpasar )
Data , | Lokasi Usaha Sektor | Dinas
pelr(kembangan Perikanan di Kota Denpasar | Perikanan v v v
Sektor - Kota
. Produksi Usaha  Sektor
Perikanan 2 Perikanan di Kota Denpasar Denpasar v v v
Data  Sektor  Perikanan
4 i % % Y%
unggulan di Kota Denpasar
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Sumber Dokumen
Variabel Data Sub Variabel Data Uraian/
Data
i Dokumen Deskripsi Tabel | Peta
1 | Data Kunjungan Wisatawan % %
Data karakteristik wisatawan
2 . . Y Y v
(umur, asal, tujuan wisata)
Data  Wilayah 3 Data Sebaran DTW dan v v v
N Unggglan Objek Wisata
Pariwisata Data lama tinggal wisatawan / | Dinas
4 | Length Of Stay di Kota | Pariwisata v %
Denpasar Kota
Data time series (lebih dari 5 | Denpasar
5 \Y \Y \
tahun ke atas)
Data Wilayah Data Jumlah  Akomodasi
1 S \Y v
Unggulan Pariwisata
O | Perdagangan, .
Hotel dan | 2 gg:&isigbaran Akomodasi v v v
Restoran.
Data Kekuatan,
Egllﬁgnnahan, Dan OPD Terkait,
Ancaman Stakeholder,
P 1 | diperlukan Kuesioner Pelaku %
Terhadap
Usaha,
Pengembangan
) Masyarakat
Investasi Kota
Denpasar

3.2.2. Analisis SWOT

Metode analisis ini dibagi menjadi dua bagian kelompok besar.
Yang pertama adalah metode perumusan strategi dan kebijakan
dengan analisis SWOT, yang kedua metode penyusunan arahan dan
indikasi program pengembangan kota-kota (perkotaan).

A. Perumusan Strategi Dengan Analisis SWOT

Analisis SWOT sendiri merupakan salah satu metoda untuk
mengidentifikasi suatu entity dalam posisinya sebagai bagian dalam
lingkungan maupun sebagai dirinya sendiri. Entity dalam perencanaan
pembangunan perekonomian yang dimaksud adalah pengembangan
ekonomi yang meliputi lingkungan fisik, infrastruktur, pengguna-
penggunaanya, pemerintah daerah dan unsur-unsur lain yang terdapat
dalam wilayah perencanaan percepatan ekonomi itu sendiri
berdasarkan tujuan pembangunan wilayah yang ditetapkan. Faktor-

faktor yang dinilai dalam analisis SWOT adalah sebagai berikut;
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1. Faktor Politik, meliputi:

e Kondisi kestabilan politik.

o Konsistensi dari kebijaksanaan dan peraturan-peraturan
pemerintah.

2. Faktor Ekonomi, meliputi:

e Situasi ekonomi dan kecenderungan perubahannya.

e Purchasing Power dari penduduk yang menyangkut
tingkat pendapatan, distribusi pendapatan, jumlah
tabungan, pajak penghasilan, respon terhadap bunga
yang berlaku, kemudahan mendapatkan kredit dan
tingkat kebutuhan akan produk/jasa yang lebih baik.

3. Faktor Sosial Budaya, meliputi:

e Kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan dan pola hidup
yang berlaku di lingkungan eksternal yang terbentuk oleh
kebudayaan, ekologi, demografis, geografis, religius,
pendidikan dan faktor-faktor etnis.

e Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah
penduduk, tingkat pertumbuhan, komposisi menurut
umur, pendidikan, tempat tinggal, etnis dan pola hidup.

4. Faktor Lingkungan Fisik

Kondisi topografi, geologi, klimatologi, hidrologi, tanah dan

tata guna lahan di sekitar urban area.

5. Faktor Infrastruktur

Faktor infrastruktur ini meliputi prasarana dan sarana

transportasi dan sarana komunikasi.

Metode analisis yang digunakan adalah metode SWOT
(Strength, Weak, Opportunity, and Threatness) yaitu suatu metode
untuk mengetahui potensi dan kendala yang dimiliki suatu wilayah,
sehubungan dengan kegiatan pengembangan wilayah yang akan
dilakukan di masa datang. Analisis ini meliputi tinjauan terhadap:

a. Kekuatan (strength) yang dimiliki wilayah , yang dapat

memacu dan mendukung perkembangan wilayah khususnya

di bidang ekonomi, misalnya kebijaksanaan pengembangan
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yang dimiliki, aspek lokasi yang strategis, dan ruang yang
masing tersedia;

b. Kelemahan (weak) yang ada yang dapat menghambat
pengembangan wilayah, baik hambatan dan kendala fisik

maupun non fisik, misalnya kemampuan sumber daya

manusia, aspek lokasi, keterbatasan sumber daya alam
pendukung, keterbatasan/ketidakteraturan ruang kegiatan,
atau pendanaan pembangunan yang terbatas;

c. Peluang (opportunity) yang dimiliki untuk melakukan
pengembangan wilayah, berupa sektor-sektor dan kawasan
strategis;

d. Ancaman (threatness) yang dihadapi, misalnya kompetisi
tidak sehat dalam penanaman investasi, pembangunan suatu
kegiatan baru atau pertumbuhan dinamis di sekitar kawasan
yang dapat mematikan kelangsungan kegiatan strategis
wilayah yang telah ada.

Dari hasil analisis kemudian dapat dilakukan interpretasi untuk

berbagai macam faktor yang akan mempengaruhi hasil rencana, yaitu:

1. Aspek strategis, yaitu mengkaji wilayah perencanaan dalam
konteks kebijaksanaan lokal dan regional serta aspek
implementasi dan persoalan/kondisi saat ini.

2. Aspek skenario masa depan apabila perkembangannya
dibiarkan seperti adanya (do nothing) dan isu apa yang
menjadi faktor-faktor kritis masa depan untuk melakukan
tindakan antisipasi (do something) dengan melihat faktor
negatif (kelemahan, ancaman) dan faktor positif (kekuatan,
peluang) berdasarkan tujuan pembangunan kota yang
diharapkan.

3. Aspek Strategi, dari hasil analisis di atas, selanjutnya
dirumuskan berdasarkan:

a. strategi pengembangan ekonomi.
b. strategi pengendalian ekonomi.
c. strategi untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan

swasta.
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4. Aspek implementasi rencana pembangunan ekonomi. Untuk
mendukung agar rencana dan program dapat disepakati dan
dapat direalisasikan, maka akan dirancang suatu mekanisme
diseminasi, sosialisasi rencana kepada seluruh pelaksana

pembangunan, yang dalam hal ini adalah masyarakat umum,

pemerintah dan swasta.

Penilaian terhadap tiap-tiap variabel dan mengalikan bobot
dengan rating sehingga mendapatkan jumlah akhir dari nilai tertimbang

dari seluruh variabel.

Tabel 3. 5 Matriks SWOT

SO Strategies WO Strategies

<gunakan strength untuk | <tanggulangi weakness dengan
memanfaatkan peluang> memanfaatkan peluang>

ST Strategies WT Strategies

<gunakan strength untuk | < minimalkan weakness dan
menghindari threats> hindari threats>

~  Strategi
Pengendalian

Strategi
Inti

/ Strategi
: Budaya

=
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Dari gambar tersebut di atas dapat dilihat bahwa strategi 5 C erat
kaitannya dengan analisis SWOT, karena strategi 5 C diperoleh setelah
analisis SWOT yang diperoleh dari hasil tabulasi silang terhadap faktor
internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan
ancaman) yang berpengaruh terhadap program dan kebijakan

pembangunan/pengembangan wilayah.

Tabel 3. 6 Strategi 5 C

Pendongkrak Strategi Pendekatan

Tujuan Strateqi Inti = Kejelasan tujuan.
= Kejelasan peran.
= Kejelasan arah.

Insentif Strategi = Persaingan terkendali.
Konsekuensi n Manajemen

perusahaan/organisas.
= Manajemen kinerja

Pertanggungjawaban Strategi Pelaggan = Pilihan stakeholder.
= Pilihan kompetitif.
= Pemastian mutu.
Stakeholder..
Kekuasaan Strateqi = Organisasional.
Pengendalian » Pemberdayaan staff

Pemerintah daerah.
= Pemberdayaan masyarakat.

Budaya Strategi Budaya = Menghentikan kebiasaan.
= Menyentuh perasaan.
= Mengubah pikiran.

3.2.3.Metode Pemetaan Melalui Sistem Informasi Geografi
Teknologi manajemen informasi geografis telah berkembang
sejalan dengan perkembangan yang sangat pesat dibidang teknologi
komputer. Banyak yang belum menyadari bahwa teknologi ini sangat
potensial untuk penanganan berbagai masalah pembangunan.
Teknologi manajemen informasi geografis yang umumnya dikenal
adalah Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem Informasi Geografis

sebagai suatu sistem informasi yang telah berkembang saat ini
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merupakan suatu sistem yang tepat digunakan bagi pendukung sistem
ini. Kemampuan dalam menyimpan data, mengolah serta menyajikan
data sesuai kebutuhan, merupakan satu keunggulan dari sistem
informasi ini. Dengan Sistem Informasi Geografis dapat pula dilakukan
monitoring dengan cepat dan tepat. Pemutakhiran data yang dapat
terjadi setiap saat dapat dilakukan sebagai salah satu sarana untuk
mengetahui trend perubahan ataupun proyeksi masa mendatang

dengan cepat dan akurat.

A. Kemampuan SIG
Sistem informasi geografis dapat diterapkan pada berbagai
bidang. Beberapa kemampuan sistem ini yang mendukung
terbentuknya fasilitas-fasilitas sistem infomasi hasil-hasil pembangunan
adalah:
Kemampuan Kartografis
Kemampuan Manajemen Data

Kemampuan Analisis

N PR

Integrasi SIG dan Multimedia

B. Faktor-faktor Pendorong Pemanfaatan GIS
Ada beberapa faktor yang menuntut pemakaian GIS dalam
membangun sistem informasi hasil-hasil pembangunan. Faktor-faktor
tersebut terkait dengan adanya beberapa masalah dalam sistem
informasi yang pernah digunakan, diantaranya:

1. Tidak adanya pemeliharaan data hasil pembangunan
sehingga hanya menghasilkan informasi yang sudah usang
atau sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi eksisting yang
ada.

2. Data spasial hasil-hasil pembangunan yang ada, tidak
tersimpan atau terekam dalam bentuk yang standar. Sistem
koordinat dan skala peta yang bervariasi menyebabkan

sulitnya pemanfaatan beberapa data secara bersamaan.
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3. Data yang ada tidak didefinisikan secara konsisten, masing-
masing instansi atau dinas memberikan definisi dan klasifikasi
data yang berbeda-beda untuk satu informasi yang sama.

4. Tidak adanya mekanisme pembagian (sharing) data.

5. Proses pemanggilan dan manipulasi data hasil-hasil

pembangunan tidak memenuhi kebutuhan pemakai data.

Gambar 3. 1 Teknik Overlay Dalam SIG
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3.2.4.Kerangka Pikir

PENYUSUNAN SEKTOR UNGGULAN DAN PELUANG INVESTASI DAERAH

Identifikasi dan Penentuan
Sektor Unggulan

Penyusunan Profil Sektor )

Unggulan Daerah

v

I

I

I

I

I

|

: Pengumpulan Data
| Awal :

| = Data Makro Daerah.
: = Data Demografis.

i = Data Geografis.

| = Data Topologi.

I

I

Analisis Sektor Unggulan :

= Analisis LQ.

= Analisis Shift Share.

= Analisis Tipologi Sektor.

= Analisis Klassen.

= Analisis regional dan makro

penunjang potensi unggulan.

v

Promosi  Potensi  Sektor
Unggulan Daerah Pada
Webite.




3.2.5.Memetakan Peluang Dengan Kluster
Klaster dibangun dengan tujuan dapat meningkatkan nilai

tambah kolektif. Klaster dapat meningkatkan keterkaitan antar usaha,

sehingga satu usaha dengan usaha lainnya memiliki hubungan yang

kuat. Oleh karenanya Klaster dibangun dengan memperhatikan elemen

kunci yaitu:

1)

2)

3)

4)

Aglomerasi Perusahaan

Adalah daftar perusahaan yang akan terlibat dalam klaster.
Rantai Nilai dan Nilai Tambah

Analisa rantai nilai pada klaster tersebut dan tentukan pada titik
mana terjadi nilai tambah.

Jaringan Pemasok

Identifikasi perusahaan yang akan menjadi pemasok dalam
klaster, baik pemasok material, teknologi, SDM dan
pembiayaan.

Inftastruktur Ekonomi

Buat daftar infrastruktur yang dibutuhkan dalam klaster dan

tentukan instansi penanggung jawab.

Dalam analisis untuk mengembangan klaster, perlu diperhatikan

pihak-pihak yang terlibat atau pemangku kepentingan (stakeholder)

yang terkait. Beberapa pihak yang terkait dalam pengembangan klaster

adalah:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Usaha Inti (core business)

Usaha pendukung

Usaha terkait.

Champion atau perusahaan/bisnis inti sebagai penghela.
Lembaga Penelitian atau Perguruan Tinggi.

Pemerintah.

Dalam analisis klaster, pihak-pihak yang terlibat seperti

disebutkan di atas, juga menjadi bagian untuk dianalisa, yang paling

mudah dengan langkah-langkah berikut:

1)

Usaha Inti (core business)
Pertama sekali ditentukan usaha inti yang akan dikembangkan
dalam sektor usaha yang dipilih. Usaha inti adalah usaha yang
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dijadikan fokus pengembangan klaster. Misalnya, usaha
pariwisata.

2) Menguraikan Usaha Inti tersebut berdasarkan proses
Usaha inti terdiri dari beberapa tahapan proses, mulai dari
pengadaan bahan baku /bahan penolong, proses produksi dan

pemasaran.

3) Mengidentifikasi Usaha Pendukung
Usaha pendukung adalah usaha usaha yang mendukung
keberlangsungan semua proses usaha inti, baik dalam hal
pengadaan bahan baku dan bahan penolong, mendukung
kegiatan proses produksi maupun proses distribusi dan
pemasaran produk.

4) Mengidentifikasi Usaha Terkait
Usaha terkait yaitu usaha yang memiliki keterkaitan dengan
usaha inti baik keterkiatan proses atau keterkaitan dalam rantai
suplai (supply chain.

5) Mengidentifikasi Usaha dalam jaringan pemasok
Jaringan pemasok adalah usaha usaha yang memasok
kebutuhan untuk usaha inti. Usaha tersebut meliputi.
e Pemasok bahan baku dan bahan penolong.
e Pemasok energi, listrik dan sumber energi lainnya.
e Pemasok teknologi, sumber daya manusia dan permodalan.
e Pemasok mesin dan perlatan proses.

6) Mengidentifikasi Usaha Dalam Jaringan Distribusi
Usaha dalam jaringan distribusi meliputi:

e Distributor dan agen.

Supermarket, dil.
e Usaha transportasi dan logistik.
e Kemasan.
o Iklan.
e Eksportir.
7) Penyedia infrastruktur ekonomi

Identifikasi inftastruktur apa yang dibutuhkan dalam pengembangan
klaster tersebut dan instansi apa yang harus menyediakannya.
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Inftastruktur tersebut terdiri dari sarana dan prasarana, kebijakan dan
iklim usaha.

3.2.6.Kaitan Kluster Dengan Penyusunan Profil Peluang
Investasi
Pengembangan klaster tidak hanya terkait dengan klasternya

sendiri, tetapi juga dapat berhubungan dengan klaster yang lain.
Sebagai contoh, klaster wisata ini bisa terhubung dengan klaster
Pertanian/Peternakan/Perikanan atau juga dengan Klaster Kawasan
Industri dan Manufaktur. Dengan analisa yang sama, mana yang

menjadi peluang di klaster-klaster ini.

Gambar 3. 2 Hubungan Antar Klaster

EO/
Peyelenggara

Pertanian / Boiaeok
Peternakan / sayuran/daging/
Perikanan ikan, etc.

Pendidikan/HC
Pariwisata

Pemasok
Kawasan i
Furniture /

Industri / Office
Manufaktur Supplies
(galangan kapal, Souvenir/Kerajinan
Rakyat/ UKM

Transportasi
laut
Pemasok

Bahan Baku

Konstruksi

Dari analisa klaster tersebut dapat dilihat peluang peluang usaha
apa saja yang ada dalam pengembangan klaster tersebut. Peluang
usaha itu dapat terjadi karena penambahan kapasitas atau volume dari
usaha yang sudah ada (ekspansi) bisa juga berupa timbulnya usaha
baru (inisiasi) dalam Kklaster tersebut. Terhadap peluang peluang
investasi tersebut dibuatkan profil investasinya. Dengan pola demikian,
maka pemerintah daerah dapat fokus dan menyelaraskan dengan
kemampuan (kekuatan) daerah dan dapat menyiasati kekurangan
(kelemahan) daerah dengan mengundang investor-investor yang ada.
Investor juga mengetahui dengan pasti investasi apa yang dibutuhkan

daerah yang dapat dimasuki oleh investor.
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3.2.7.Sarana Pemasaran (Marketing Tools)
Profil Investasi Daerah yang sudah disusun nantinya sangat perlu

untuk disampaikan atau dipasarkan kepada investor yang
memerlukannya. Sarana Pemasaran (marketing tools) hendaknya juga
dipilih yang tepat. Profil Investasi Daerah ini tidak hanya dalam bentuk
file elektronik (e-file) yang bisa didownload, akan tetapi bisa dicetak
menjadi buku atau bentuk lain. Selain SIPID sebagai sarana
pemasaran. Ada beberapa sarana pemasaran lain yang dapat
digunakan untuk menyebarkan Buku Profil Investasi ini dalam bentuk
hardcopy atau buku, atau dapat diringkas menjadi iklan, booklet, baliho,
dan lainnya, kemudian dapat disampaikan melalui:
e Pemasaran Langsung.

e |nternet/Interaktif pada website selain SIPID.

Promosi Penjualan, melalui pameran-pameran.

Publisitas dalam koran daerah atau lainnya.

Program Humas.

Penjualan Personal, melalui hubungan langsung dengan para
investor.

Seluruh tahapan tersebut dapat direncanakan dengan
pendekatan Komunikasi Pemasaran Terpadu - Integrated Marketing
Communication (IMC) seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 3. 3 Media Sarana Pemasaran

Publisites [Publicity) Humas [Public Relations) Penjualan Personal (Personal Selling)
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Dengan komunikasi yang terpadu pesan investasi dapat sampai
pada investor dengan baik. Sebagai contoh, pengembangan wisata di
satu daerah dengan kebutuhan berupa hotel/resort, rumah makan, dan
sarana wisata (taman hiburan dll.) dapat disampaikan lewat berbagai
media yang ada dengan pesan atau informasi yang sama.
Menggunakan brosur dalam pameran, mengundang investor,
mengadakan jumpa pers/humas, memasukkannya dalam website
daerah, namun semuanya dengan informasi yang sama dan seragam,

hanya kemasan medianyasaja yang berbeda.

3.2.8.Manajemen Data
Untuk dapat melakukan manajemen data geografis, dibutuhkan

sebuah DBMS (Database Management System). Pemodelan
berorientasi objek menjadi sangat dibutuhkan karena pemodelan basis
data relasional tidak mampu melakukan penyimpanan data spasial.
Analisis DBMS memberikan beberapa keragaman visualisasi dalam
hasil akhirnya. Untuk mendapatkan pengembangan fungsional analisis
pada level database beberapa DBMS telah mendukung procedural
Bahasa pemrograman.

Objek Geospasial terdiri dari informasi data spasial dan data non
spasial. Informasi spasial dapat divisualisasikan dengan
mengkonversinya VRML dan data non spasial ditampilkan secara
dinamis di halaman HTML. Gambar berikut menunjukkan proses
request data standar. Setelah menerima respon sistem mengikuti alur

seperti gambar berikut ini.

Gambar 3. 4 Request and Response Process

~— . . ~

Request and Response Process

a2
1
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Database mengirimkan request data ke PHP, hasil respon dari
request berupa format data dikirimkan kembali melalui browser. Disaat
client melakukan request koneksi dilakukan ke DBMS, kemudian
informasi spasial yang dipilih dari DBMS di convert kedalam bentuk
VRML. Browser Plug In di sisi client menampilkan keluaran VRML
sebagai keluaran menjadi peta. VRML juga menyediakan script yang
memungkinkan sebuah proses disaat user mengklik objek. Melalui
VRML ini request dikirimkan ke applikasi di server. Server menerima
dan menterjemahkan menjadi informasi dan mengirimkanya ke HTML
untuk di tampilkan ke Browser. Untuk menerima data spasial dan non
spasial dari DBMS dibutuhkan sebuah teknik yang mampu
mengkomunikasikan antara client dan database pada server. Teknik
seperti ini sudah tersedia di PHP, ASP, ASP.net, atau JSP. Pemilihan
tekniknya disesuaikan dengan web Server yang digunakan. Detail
arsitektur untuk menampilkan data GIS melalui web seperti pada
gambar berikut.
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4.1. Administrasi Wilayah

Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali yang memiliki
luas wilayah sebesar 12.778 Ha atau 2,27 persen dari luas wilayah
Provinsi Bali, yang terletak antara 08° 35' 31" - 08° 44' 49" Lintang
Selatan and 115° 10' 23"-115° 16' 27" Bujur Timur. Dimana secara rinci
letak astronomi Kota Denpasar per Kecamatan dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 4. 1 Letak Astronomi Kota Denpasar Per Kecamatan

No Kecamatan Lintang Selatan Bujur Timur
1 Denpasar Utara 08035°317-08044°49” 115012'097-115014°39”
2 Denpasar Timur 08035'317-08040'36” 115012'29"-115016°27”
3 Denpasar Selatan 08040'007-08044"49" 115011°23"-115015'54”
4 Denpasar Barat 08036°247-08041'59” 115010°23"-115014°14”

Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka, 2024

Secara geografis, Adapun batas-batas administratif wilayah Kota
Denpasar sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mengwi dan
Kecamatan Abiansemal yang masuk kedalam wilayah administrasi
Kabupaten Badung. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan
Sukawati yang masuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten
Gianyar dan Selat Badung. Sebelah selatan berbatasan dengan
Kecamatan Kuta Selatan yang masuk kedalam wilayah administrasi
Kabupaten Badung. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan
Kuta Utara dan Kecamatan Kuta yang masuk kedalam wilayah
administrasi Kabupaten Badung. Untuk lebih jelasnya batas-batas
administrasi Kota Denpasar adalah sebagai berikut ini:
a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Mengwi dan
Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Sukawati
(Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung.

c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Kuta
Selatan (Kabupaten Badung).

d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Kuta Utara

dan Kecamatan Kuta (Kabupaten Badung).
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Kota Denpasar luas wilayah sebesar 12.598,10 hektare yang
terbagi ke dalam empat wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar
Utara mencakup 10 Desa/Kelurahan dengan luas sebesar 2.669,31
hektare, Kecamatan Denpasar Timur mencakup 11 Desa/Kelurahan
dengan luas sebesar 2.596,38 hektare, Kecamatan Denpasar Selatan
mencakup 10 Desa/Kelurahan dengan luas sebesar 4.989,02 hektare,
dan Kecamatan Denpasar Barat mencakup 11 Desa/Kelurahan dengan
luas sebesar 2.346,40 hektare. Dari empat kecamatan tersebut,
Kecamatan Denpasar Selatan memiliki luas wilayah terbesar yaitu
sebesar 4.989,02 hektare atau sekitar 39,57% dari total luas wilayah
Kota Denpasar. sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu
Kecamatan Denpasar Barat yaitu seluas 2.346,40 hektare atau sekitar
18,63% dari total luas wilayah Kota Denpasar. Secara rinci, luas wilayah

Kota Denpasar adalah sebagai berikut ini.

Tabel 4. 2 Luas Wilayah Administrasi Kota Denpasar

Persentase
No Desa/Kelurahan Luas (Ha) Dari Total Luas
(%0)

A | Denpasar Utara 2.669,31 21,19

1 Desa Dangin Puri Kaja 98,84 0,78

2 | Desa Dangin Puri Kangin 110,64 0,88

3 Desa Dangin Puri Kauh 34,85 0,28

4 | Desa Dauh Puri Kaja 119,80 0,95

5 Desa Peguyangan Kaja 326,48 2,59

6 Desa Peguyangan Kangin 484,51 3,85

7 | Desa Pemecutan Kaja 321,29 2,55

8 | Desa Ubung Kaja 439,74 3,49

9 | Kelurahan Peguyangan 337,69 2,68

10 | Kelurahan Tonja 235,23 1,87

11 | Kelurahan Ubung 160,67 1,28

B | Denpasar Timur 2.593,38 20,61

1 | Desa Dangin Puri Kelod 123,45 0,98

2 | Desa Kesiman Kertalangu 543,06 4,31

3 Desa Kesiman Petilan 308,72 2,45

4 | Desa Penatih Dangin Puri 333,22 2,64

5 | Desa Sumerta Kaja 90,08 0,71

6 | Desa Sumerta Kauh 49,57 0,39

7 Desa Sumerta Kelod 350,61 2,78
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Persentase

No Desa/Kelurahan Luas (Ha) Dari Total Luas
(%)

8 Kelurahan Dangin Puri 51,98 0,41
9 | Kelurahan Kesiman 287,75 2,28
10 | Kelurahan Penatih 382,88 3,04
11 | Kelurahan Sumerta 75,61 0,6
C | Denpasar Selatan 4.989,02 39,57
1 Desa Pemogan 1.003,26 7,96
2 | Desa Sanur Kaja 256,62 2,04
3 Desa Sanur Kauh 457,33 3,63
4 | Desa Sidakarya 451,36 3,58
5 Kelurahan Panjer 313,01 2,48
6 | Kelurahan Pedungan 776,38 6,16
7 Kelurahan Renon 289,16 2,29
8 | Kelurahan Sanur 328,46 2,61
9 Kelurahan Serangan 589,73 4,68
10 | Kelurahan Sesetan 520,77 4,13
D | Denpasar Barat 2.346,40 18,63
1 | Desa Dauh Puri Kangin 36,55 0,29
2 Desa Dauh Puri Kauh 151,29 1,2
3 | Desa Dauh Puri Kelod 158,79 1,26
4 Desa Padang Sambian Kaja 319,93 2,54
5 | Desa Padang Sambian Kelod 399,80 3,17
6 Desa Pemecutan Kelod 525,95 4,17
7 | Desa Tegal Harum 72,02 0,57
8 Desa Tegal Kertha 79,68 0,63
9 Kelurahan Dauh Puri 76,37 0,61
10 | Kelurahan Padang Sambian 367,41 2,92
11 | Kelurahan Pemecutan 159,02 1,26
Jumlah 12.598,10 100

Sumber : Perda No 8 Th 2021 Ttg RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041
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Peta 4. 1 Wilayah Administrasi Kota Denpasar

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RENGANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2021 - 2041

PETA BATAS ADMINISTRASI

[ZERSTIS

(R

DIAGRAM LOKAS!

VOALIKOTA DENPASAR

SAMUDERA INDONESIA |
LGN, JAYA NEGARA. SE

4.1.1. Topografi

Topografi merupakan studi tentang permukaan bumi dan objek
lainnya yang dapat digambarkan kedalam bentuk peta. Peta Topografi
adalah salah satu jenis peta yang menggambarkan bentuk relief
permukaan bumi, meliputi tinggi rendahnya kawasan dengan gambaran
garis-garis. Garis yang dimaksud adalah garis kontur, yaitu garis yang
menghubungkan daerah dengan ketinggian yang sama. Dengan
adanya garis tersebut, maka akan mempermudah pengguna peta
memahami ketinggian suatu tempat sehingga dapat memperkirakan
kecuraman atau kemiringan lereng.

Kemiringan lereng adalah sudut yang dibentuk oleh perbedaan
tinggi permukaan lahan atau relief, yaitu bidang datar tanah dengan
bidang horizontal dan pada umumnya dihitung dalam (%) atau derajat
(0). Secara umum, seluruh wilayah Kota Denpasar memiliki kemiringan
lereng yang berkisar antara 0 — 8% yang masuk kedalam klasifikasi
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daerah datar. Adapun penjabaran kelerengan Kota Denpasar untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini.

Tabel 4. 3 Kelerengan Kota Denpasar

1 | Denpasar Utara 0-8 Datar
2 | Denpasar Timur 0-8 Datar
3 | Denpasar Selatan 0-8 Datar
4 | Denpasar Barat 0-8 Datar

Perda No 8 Th 2021 Ttg RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041

Peta 4. 2 Kelerengan Kota Denpasar

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

i RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2021 - 2041

PETA KEMIRINGAN LERENG

KAB. GIANYAR i

LEGENDA;
e

VALIKQTA DENPAEAR

SAMUDERA INDONESIA
KAB. BADUNG PO o L LGN IRYANEGARA, S

4.1.2.Jenis Tanah
Tanah merupakan salah satu material yang didalamnya
mengandung butiran mineral padat yang tersedimentasi. Secara umum,

tanah terbagi atas dua bagian yaitu tanah berkohesif dan tanah tidak
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berkohesif. Tanah yang berkohesif contohnya adalah tanah lempung,
sedangkan tanah yang tidak berkohesif adalah tanah berpasir.

Adapun jenis tanah di Kota Denpasar terdiri atas Latosol cokelat
kekuningan yang penyebarannya menempati hampir seluruh Kota
Denpasar dan sebagian lagi merupakan jenis tanah regosol. Adapun
jenis tanah di Kota Denpasar dijabarkan per Kecamatan vyaitu
Kecamatan Denpasar Utara terdiri dari tanah latosol seluas 2.241,63
Ha dan sebagian lagi merupakan jenis tanah regosol 428,10 Ha.
Kecamatan Denpasar Barat terdiri dari tanah latosol seluas 1.089,58 Ha
dan sebagian lagi berupa tanah regosol seluas 1.507,35 Ha.
Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari tanah latosol seluas 2.542,06
Ha dan sebagian lagi berupa tanah regosol seluas 2.444,02 Ha.
Kecamatan Denpasar Barat terdiri dari tanah latosol seluas 2.346,81
Ha. Untuk lebih jelasnya, jenis tanah di Kota denpasar dapat dilihat

pada tabel dan peta berikut ini.

Tabel 4. 4 Jenis Tanah Kota Denpasar

No Kecamatan Luas (Ha)
Latosol Regosol
1 | Denpasar Utara 2.241,63 428,10
2 | Denpasar Timur 1.089,58 1.507,35
3 | Denpasar Selatan 2.542,06 2.444,02
4 | Denpasar Barat 2.346,81 -
Jumlah 8.220,08 4.379,47
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Peta 4. 3 Jenis Tanah Kota Denpasar

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2021 - 2041

PETA JENIS TANAH

(RS D

(SR

LEGENDA:

VALIKQTA DENPAEAR

SAMUDERA INDONESIA )

LGN, I8YA NFGARA, SF

4.1.3.Klimatologi

Klimatologi merupakan gambaran dan penjelasan mengapa iklim
dan cuaca di suatu wilayah. Data klimatologi sangat bermanfaat untuk
bidang pertanian, kehutanan, peternakan dan lain sebagainya. Kota
Denpasar seperti halnya kebanyakan daerah lain di Indonesia memiliki
iklim tropis, yang memiliki 2 (dua) musim yaitu musim Kemarau yang
dalam kondisi normal akan terjadi pada bulan April-Oktober, dan musim
Penghujan yang biasanya terjadi pada musim Oktober-April. Informasi
perkembangan curah hujan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan
usaha pertanian, karena air hujan adalah salah satu faktor pendukung
bagi kelangsungan hidup tanaman. Curah hujan tertinggi terjadi pada
bulan Desember yaitu sebesar 336,5 mm, sedangkan curah hujan
terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 13,1 mm.

Keadaan suhu maksimum tertinggi di Kota Denpasar umumnya
terjadi pada bulan Januari yaitu berkisar pada angka 37,4(1C,
sedangkan suhu minimum tertinggi terjadi pada bulan September yaitu
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berkisar pada angka 35,0°C. Kelembaban udara di Kota Denpasar
berkisar antara 77% - 81%. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan
Desember dan Januari sebesar 81% sedangkan terendah sebesar 77%

terjadi pada kisaran bulan Agustus, September dan Oktober. Adapun

curah hujan Kota Denpasar yaitu sebesar 1919 mm/th. Untuk lebih

jelasnya, penjabaran Curah Hujan Kota Denpasar dapat dilihat pada

tabel dan peta berikut ini.

Tabel 4. 5 Curah Hujan Kota Denpasar

No Kecamatan Curah Hujan mm/th
1 Denpasar Utara 1919
2 Denpasar Timur 1919
3 Denpasar Selatan 1919
4 Denpasar Barat 1919

Sumber: Balai BMKG, Tahun 2016
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4.1.4.Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Denpasar didominasi oleh
Perumahan dengan luas 5.629,64 hektare atau sekitar 44,68%, hal ini
menunjukkan bahwa Kota Denpasar memiliki luas kawasan Perumahan
yang cukup besar sebagai kawasan perkotaan. Penggunaan lahan
dominan selanjutnya yakni penggunaan Lahan Pertanian dan
Peternakan yaitu sebesar 3.827,40 hektare atau sekitar 30,38% dari
total luas Kota Denpasar dan Perkantoran dan Perekonomian sebesar
718,38 hektare atau sekitar 5,70% dari total luas Kota Denpasar.
Sedangkan penggunaan lahan paling kecil di Kota Denpasar yaitu
Fasilitas Sosial yaitu sebesar 19,99 hektare atau sekitar 0,16% dari total
luas Kota Denpasar. Adapun penggunaan lahan Pariwisata di Kota
Denpasar yaitu sebesar 197,97 hektare atau sekitar 1,57% dari total
luas Kota Denpasar, dimana kawasan pariwisata paling besar terdapat
di Kawasan Sanur yang sekaligus menjadi Kawasan Prioritas dari sudut
pandang ekonomi.

Tabel 4. 6 Penggunaan Lahan Kota Denpasar

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Pers(g/(r:)tase
1 Area Terbuka 127,93 1,02
2 Fasilitas Kesehatan 30,78 0,24
3 Fasilitas Olahraga 31,56 0,25
4 Fasilitas Pendidikan 121,52 0,96
5 Fasilitas Peribadatan 40,17 0,32
6 Fasilitas Sosial 19,99 0,16
7 Fasilitas Transportasi 154,16 1,22
8 Hankam 42,41 0,34
9 Hutan 639,38 5,07
10 | Industri 61,84 0,49
11 | Pariwisata 197,97 1,57
12 | Perairan 258,57 2,05
13 | Perkantoran & Perekonomian 718,38 5,70
14 | Perumahan 5.629,64 44,68
15 | Persampahan 47,17 0,37
16 | Pertanian dan Peternakan 3.827,40 30,38
17 | Transportasi 650,69 5,16

Total 12.598,10 100,00

Sumber: Perda No 8 Th 2021 Ttg RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041
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4.2. Kependudukan

Penggunaan Unsur kependudukan adalah salah satu hal penting
dalam perencanaan tata ruang, dimana penduduk merupakan subjek
yang melakukan kegiatan penggunaan maupun pemanfaatan dalam
ruang. Gambaran kependudukan pada Kota Denpasar adalah ditinjau
dari jumlah penduduk baik dari segi komposisi jenis kelamin maupun
segi usia. Gambaran umum terkait kependudukan dalam hal ini akan
menjadi input dalam melakukan analisis kependudukan pada Wilayah
Perencanaan lebih lanjut. Adapun gambaran umum terkait
kependudukan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut.

A. Jumlah Penduduk

Data jumlah penduduk merupakan unit analisa untuk mengetahui
persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya
distribusi permukiman. Jumlah penduduk ini merupakan indikator awal
untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh

kemungkinan dampak yang di timbukan. Wilayah yang memiliki
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kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat
perdaganagn dan jasa, dan pusat aktivitas sosial ekonomi.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kota Denpasar tahun
2023 adalah sejumlah 660.984 jiwa, dimana dominasi penduduk
terbesar berada pada Kecamatan Denpasar Selatan dengan jumlah

penduduk sebesar 188.998 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit
berada di Kecamatan Denpasar Barat yaitu sejumlah 120.826 jiwa.
Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran kependudukan di Kota

Denpasar adalah sebagai berikut ini.

Tabel 4. 7 Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2023

No | Kecamatan | guss Wilavah Jumian | Kepadeter
1 Denpasar Utara 2.669,31 168.738 63
2 Denpasar Timur 2.593,38 182.422 70
3 Denpasar Selatan | 4.989,02 188.998 38
4 Denpasar Barat 2.346,40 120.826 51
Kota Denpasar 12.598,10 660.984 52

Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka, 2024

Diagram 4. 1 Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2023

200,000 182,422 188,998

I I ]

180,000 168,738
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

Kecamatan Denpasar Kecamatan Denpasar Kecamatan Denpasar Kecamatan Denpasar
Utara Timur Selatan Barat

0

Dari tabel diatas, menjelaskan rasio jenis kelamin di Kota
Denpasar yaitu perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah
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penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang
biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita.
Rasio jenis kelamin < 100 berarti jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit
dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Selain itu juga,
jumlah penduduk dapat mempengaruhi kepadatan suatu wilayah dilihat
dari luas wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk itu sendiri.
Semakin kecil suatu wilayah dan semakin banyak jumlah penduduknya
maka semakin padat wilayah tersebut, serta semakin besar suatu
wilayah dan semakin sedikit jumlah penduduknya maka semakin
rendah kepadatan tersebut. Kepadatan penduduk di Kota Denpasar
terbanyak terdapat di Kecamatan Denpasar Timur yaitu sebanyak 70
jiwa/hektare dan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Denpasar

Selatan yaitu 38 jiwa/hektare.

B. Piramida Penduduk

Struktur penduduk berdasarkan umur di Kota Denpasar
menunjukkan jumlah penduduk yang berada di usia produktif dan non
produktif. Rasio ketergantungan (dependency ratio) merupakan
indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu kawasan.
Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin
tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk
membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif
lagi. Secara rinci, jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota

Denpasar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 4. 8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota
Denpasar Tahun 2022

. Jumlah Penduduk (Jiwa) - .

No | Usia - : Klasifikasi
Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0-4 26.500 25.200 51.700
Non

2 5-9. 25.300 24.300 49.600 Produktif
3 10-14. 27.600 26.100 53.700
4 15-19 29.500 27.600 57.100
5 20-24 29.700 28.100 57.800 Produktif
6 25-29 30.300 29.300 59.700
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7 | 30-34 29.500 29.000 58.500
8 |35-39 28.500 29.200 57.700
9 |40-44 28.800 29.900 58.700
10 | 45-49 29.100 29.700 58.700
11 | 50-54 27.000 27.300 54.300
12 | 55-59 24.000 22.900 46.800
13 | 60-64 17.400 16.400 33.800
14 | 65-69 11.700 11.300 23.000
15 | 70-74 7.500 7.400 14.900 'F\,'r‘_’o” Juktif
16 | 75+ 5.800 6.800 12.600
Jumlah 378.100 370.300 787.400

Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka, 2023

Diagram 4. 2 Piramida Penduduk Kota Denpasar Tahun 2022
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C. Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk
di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah
memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan
datang. Berdasarkan data BPS Tahun 2019 sampai tahun 2023 jumlah
penduduk di Kota Denpasar mengalami penurunan seperti pada tabel
dibawabh ini.
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Tabel 4. 9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Dari
Tahun 2019 Hingga Tahun 2023

Penduduk Tahun
Kecamatan Laju
2019 2020 2021 2022 2023

Denpasar

Selatan 305.400 | 217.100 | 217.485 | 217.500 | 168.738 | -0,08

2 Denpasar Timur 160.200 | 128.276 | 128.503 | 128.500 | 182.422 | 0,03

3 Denpasar Barat 273.600 | 206.598 | 207.325 | 207.400 | 188.998 | -0,03

4 Denpasar Utara 207.900 | 172.980 | 173.286 | 173.300 | 120.826 | -0,11

Kota Denpasar 947.100 | 7?°31 | 726,509 | 726.800 | 660-98

a 2 -0,03

Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka, 2019-2024

Gambar 4. 1 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar
Dari Tahun 2019 Hingga Tahun 2023
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Data jumlah penduduk tersebut kurang sesuai untuk digunakan
sebagai dasar dalam proses proyeksi penduduk di masa yang akan
datang. Idealnya dalam perkembangan penduduk perkotaan selalu
mengalami peningkatan, mengingat kota sebagai pusat pelayanan
umum, perekonomian dan perdagangan dan jasa. Sehingga
berdasarkan data tersebut, maka pendekatan proyeksi yang digunakan

dalam kegiatan ini adalah data perkembangan penduduk dari tahun
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2013 sampai tahun 2017 yang menunjukan laju penduduk di Kota
Denpasar yang positif.

Berdasarkan data perkembangan penduduk di Kota Denpasar
dari Tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan tren yang terus
meningkat. Data penduduk 5 tahun kebelakang, laju pertumbuhan

penduduk di Kota Denpasar rata-rata yaitu sebanyak 1,01 persen per
tahun. Secara rinci, laju pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 10 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Dari
Tahun 2013 Hingga Tahun 2017

Penduduk Tahun

No | Kecamatan Laju
2013 2014 2015 2016 2017
1 Denpasar 102
Selatan 266.420 | 273.090 | 279.640 | 286.060 | 292.670 | =
2 | Denpasar Timur | 446510 | 148.890 | 151.200 | 153.480 | 155.760 | 191
3 | Denpasar Barat | 5,5 580 | 250.440 | 255.160 | 259.790 | 264.490 | 1:01
4 | Denpasar Utara | 157 690 | 191.180 | 194.600 | 197.970 | 201.380 | 1:01
863.60 914.30
K@iz Dl EsElr 846.200 | 0 880.600 | 897.300 | O L0

Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka, 2013-2019

Gambar 4. 2 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar
Dari Tahun 2013 Hingga Tahun 2017
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4.3. Perekonomian Kota Denpasar

Gambaran perekonomian penduduk ditinjau berdasarkan tingkat
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan
kemampuan wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu
tertentu. Kegiatan ekonomi yang ditinjau dalam PDRB pada umumnya
adalah penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu
diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi berbagai aktivitas produksinya.

Pada konteks perekonomian Kota Denpasar secara lebih makro,
didominasi oleh lapangan usaha dalam bidang pertanian, kehutanan
dan perikanan; serta perdagangan, namun lapangan usaha pada
kegiatan penyediaan akomodasi dan makan minum tampil sebagai
kontributor utama terhadap PDRB Kota Denpasar Tahun 2023 sesuai
data BPS Kota Denpasar. Sektor penyediaan akomodasi dan makan
minum menyumbang sebesar 20,92%, selanjutnya disusul sektor jasa
pendidikan sebesar 12,01%. Hal ini disebabkan oleh karena Kota
Denpasar sebagai salah satu tujuan wisata dan pendidikan khususnya
jenjang perguruan tinggi. Tiga sektor ekonomi dengan kontributor
terendah sebagai berikut; pertambangan dan penggalian (0,00%),
pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,25%),
serta pengadaan listrik dan gas (0,54%). Jika PDRB ditinjau dari
lapangan usaha di Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah sebesar
54.650,43 miliar rupiah. Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi PDRB
Kota Denpasar menurut lapangan usaha pada tahun 2018 — 2022

adalah sebagai berikut.
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Tabel 4. 11 PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha

PDRB (miliar rupiah)

2018 2019 2020 2021 2022
ertanian,Kehutanan, | 5 55 24 3.594,55 3.499,65 3.666,12 3.787,13
Perikanan
Pertambangan dan | ) ) ) )
galian
C. Industri Pengolahan 3.190,15 3.443,05 3.245,41 3.310,30 3.655,29
g'ase”gadaa” Listrik dan | 27 79 293,67 263,85 246,82 294,96
E. Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, | 122,72 132,55 130,66 133,20 134,00
Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi 5.011,09 5.639,69 5.505,25 6.012,57 6.520,70
G. Perdagangan Besar
dan Eceram, Reparasi | 4.800,29 5.271,85 4.940,46 4.897,54 5.468,72
Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi  dan |, 3405 | 166527 |1.357,82 | 1.247,53 | 1.453,81
Pergudangan
I. Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum 14.715,05 15.573,87 10.588,60 9.426,09 11.432,03
J- Informasi dan | 5 519,89 2.458,74 2.621,46 2.740,93 | 2.765,66
Komunikasi
K. Jasa Keuangan dan |, g73 g4 3.204,14 3.034,83 3.116,59 3.654,68
Asuransi
L. Real Estate 2.040,07 2.159,32 2.196,67 2.239,72 2.372,49
M,N. Jasa Perusahaan 957,72 1.017,18 981,34 966,74 1.106,93
O. Administrasi
Pmerintahan, Pertahanan | 2.406,19 2.636,33 2.723,76 2.851,51 2.993,88
dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 5.742,14 6.243,25 6.315,24 6.460,64 6.562,28
Q. Jasa Kesehatan dan |, ;4,14 1.292,50 1.375,19 1.492,85 1.552,82
Kegiatan Sosial
R,S,T,U. Jasa Lainnya 753,21 830,10 778,77 779,22 895,05
Produk Domestik
Regional Bruto(PDRB) 51.374,78 55.456,04 49.558,96 49.588,38 54.650,43
Sumber : BPS Kota Denpasar 2023
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5.1 EKONOMI MAKRO

Struktur ekonomi makro wilayah Kota Denpasar mencerminkan karakter
kota metropolitan regional yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat
pelayanan jasa, serta simpul utama aktivitas ekonomi di wilayah Sarbagita. Secara
makro, perekonomian Kota Denpasar didominasi oleh sektor tersier, khususnya
perdagangan dan jasa, yang menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi
perkotaan dan menopang fungsi Denpasar sebagai pusat pertumbuhan wilayah di

Provinsi Bali.

Dominasi sektor perdagangan dan jasa menunjukkan tingginya intensitas
aktivitas ekonomi berbasis konsumsi, distribusi barang, serta pelayanan publik dan
privat. Sektor ini berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk,
mobilitas perkotaan, serta kebutuhan akan layanan administrasi, keuangan,
pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya. Peran sektor perkantoran, baik
pemerintahan maupun swasta, memperkuat posisi Denpasar sebagai pusat
pengambilan keputusan dan pusat aktivitas ekonomi non-manufaktur. Di samping
sektor tersier, struktur ekonomi makro Kota Denpasar juga masih ditopang oleh
sektor sekunder, khususnya industri skala kecil dan menengah. Industri
pengolahan yang berkembang cenderung bersifat non-ekstraktif dan berbasis
tenaga kerja, seperti industri garmen dan industri rumah tangga, yang berfungsi
sebagai penyerap tenaga kerja perkotaan. Keberadaan sektor industri ini berperan
penting dalam menjaga keseimbangan struktur ekonomi agar tidak sepenuhnya

bergantung pada sektor jasa.

Sektor primer, terutama pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
meskipun kontribusinya relatif lebih kecil secara makro, tetap memiliki peran
strategis dalam struktur ekonomi wilayah. Keberadaan sektor ini tidak hanya
berfungsi sebagai sumber produksi pangan lokal, tetapi juga sebagai penyangga
ekologis dan pengendali laju urbanisasi. Di beberapa bagian wilayah, aktivitas
pertanian dan perikanan tambak masih bertahan dan berkontribusi terhadap

diversifikasi ekonomi serta ketahanan pangan perkotaan.

Selain itu, sektor pariwisata dan akomodasi menjadi komponen penting

dalam struktur ekonomi makro Kota Denpasar, khususnya pada wilayah yang
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memiliki keterkaitan langsung dengan kawasan pesisir dan destinasi wisata.
Sektor ini memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang kuat terhadap sektor
perdagangan, jasa, transportasi, dan industri kreatif, sehingga memperkuat
integrasi ekonomi antar subsektor. Secara keseluruhan, struktur ekonomi makro
Kota Denpasar bersifat multisektor dan terintegrasi, dengan sektor perdagangan
dan jasa sebagai penggerak utama, didukung oleh sektor industri pengolahan,
pariwisata, serta sektor primer yang masih bertahan. Pola struktur ekonomi ini
menegaskan perlunya kebijakan pembangunan yang berorientasi pada penguatan
sektor unggulan, peningkatan nilai tambah ekonomi, serta pengendalian
pemanfaatan ruang agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan selaras dengan

prinsip keberlanjutan dan daya dukung wilayah.

Struktur ekonomi makro wilayah Kota Denpasar yang dianalisis
berdasarkan diferensiasi fungsi dan karakteristik ekonomi pada masing-masing
kecamatan, yaitu Denpasar Barat, Denpasar Selatan, Denpasar Timur, dan
Denpasar Utara. Pemetaan ini menunjukkan adanya variasi sektor unggulan yang
berkembang secara spasial, mencerminkan keterkaitan antara dinamika ekonomi,
pola pemanfaatan ruang, serta karakter sosial-ekonomi wilayah perkotaan. Secara
umum, perekonomian Kota Denpasar didominasi oleh sektor perdagangan dan
jasa sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi perkotaan. Sektor ini berperan
strategis dalam mendukung fungsi Denpasar sebagai pusat kegiatan wilayah,
pusat pemerintahan, serta simpul distribusi barang dan jasa di wilayah Sarbagita.
Keberadaan sektor perdagangan dan jasa yang kuat menunjukkan tingkat

urbanisasi yang tinggi serta intensitas interaksi ekonomi yang besar antarwilayah.

Pada Kecamatan Denpasar Barat, struktur ekonomi ditandai oleh dominasi
sektor perdagangan dan jasa, perkantoran, industri garmen, serta hortikultura.
Karakter ini mencerminkan fungsi wilayah sebagai kawasan penyangga kegiatan
perdagangan dan jasa perkotaan yang terintegrasi dengan aktivitas industri skala
kecil dan menengah. Keberadaan industri garmen memperkuat peran Denpasar
Barat sebagai pusat kegiatan ekonomi berbasis tenaga kerja, sementara
hortikultura berfungsi sebagai penopang ekonomi lokal dan ketahanan pangan

perkotaan.

Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha | 2



Kecamatan Denpasar Utara menunjukkan karakter ekonomi yang relatif
berimbang antara sektor perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, serta
pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Kondisi ini mengindikasikan adanya
transisi fungsi ruang dari kawasan semi-perkotaan menuju kawasan perkotaan
yang lebih intensif. Sektor pertanian yang masih bertahan di wilayah ini berperan
penting sebagai penyangga ekologis sekaligus sumber produksi pangan lokal, di

tengah tekanan perkembangan kawasan terbangun.

Pada Kecamatan Denpasar Timur, struktur ekonomi didominasi oleh
perdagangan dan jasa, perkantoran, akomodasi pariwisata, serta pertanian
tanaman pangan dan hortikultura. Komposisi ini menunjukkan keterkaitan yang
kuat antara fungsi ekonomi perkotaan dan sektor pariwisata, seiring dengan
posisinya yang strategis sebagai pintu masuk kawasan timur Denpasar.
Keberadaan sektor pertanian yang masih signifikan menegaskan pentingnya
pengendalian alih fungsi lahan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan

ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki struktur ekonomi
yang paling beragam dan intensif, ditandai oleh dominasi sektor perdagangan dan
jasa, perkantoran, akomodasi pariwisata, pertanian tanaman pangan, hortikultura,
serta kegiatan tambak. Karakter ini merefleksikan peran Denpasar Selatan
sebagai kawasan strategis ekonomi pariwisata pesisir, yang terintegrasi dengan
aktivitas ekonomi primer dan sekunder. Keberadaan tambak menunjukkan
pemanfaatan sumber daya pesisir yang masih berlangsung, meskipun berada di

tengah tekanan urbanisasi dan pariwisata.

Secara makro, diferensiasi sektor ekonomi antar kecamatan ini
menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Kota Denpasar tidak bersifat
homogen, melainkan terbentuk melalui spesialisasi fungsi wilayah yang saling
melengkapi. Pola ini memperkuat argumentasi bahwa perencanaan
pembangunan ekonomi harus dilakukan secara spasial dan kontekstual, dengan
mempertimbangkan daya dukung lingkungan, struktur ruang, serta kebijakan tata
ruang yang berlaku. Dengan demikian, visualisasi ekonomi makro pada gambar
ini memberikan dasar analitis yang penting bagi penyusunan kebijakan
pembangunan wilayah, khususnya dalam mengarahkan pengembangan sektor
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unggulan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta penguatan keterpaduan antara

sektor perdagangan,

jasa, pariwisata, industri, dan pertanian dalam kerangka

pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

5.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kecamatan Denpasar Utara

Potensi:

=

© ® N o gk~ w D

12.

Pelayanan Publik

Kawasan perdagangan dan jasa.

Fasilitas Kesehatan.

Fasilitas pendidikan.

Potensi kawasan pertanian.

Fasilitas rekreasi dan olahraga.

Pengembangan Pasar Ubung.

Terdapat kawasan Heritage Gajah Mada.

Gedung Dharma Alaya dan Rumah Desain sebagai wadah

kreativitas masyarakat.

. Lahan Potensial sebesar 510,62 Ha.
11.

potensi pengembangan permukiman perkotaan cukup yaitu
seluas 2.656,34 Ha.
Rasio Daya Tampung Lahan sebesar +287,46 Ha.

Masalah:

1.

2
3.
4

Alih fungsi lahan.

Permasalahan pengelolaan sampabh.

Kemacetan lalu lintas.

Kawasan permukiman kumuh (Ubung Kaja, Ubung,

Pemecutan Kaja)

B. Kecamatan Denpasar Timur

Potensi:
1. Pusat pemerintahan provinsi
2. Kawasan perdagangan dan jasa.
3. Potensi kawasan pertanian.
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12.

13.

Fasilitas kesehatan.

Potensi wisata bahari (padanggalak)

Potensi wisata spiritual (pura campuhan windu segara)
Potensi wisata budaya (kertelangu).

Potensi Taman Budaya Art Center.

Pengembangan Jalan Arteri dan Jalan Bebas Hambatan.

. Lahan Potensial sebesar 435,73 Ha.

. Potensi pengembangan permukiman perkotaan cukup yaitu

seluas 2.245,99 Ha.

Potensi pengembangan permukiman perkotaan sedang
yaitu seluas 324,93 Ha.

Rasio Daya Tampung Lahan sebesar +263,77 Ha.

Masalah:

1.

a r w N

Permasalahan kawasan permukiman kumuh
(kesiman kertalangu, kesiman petilan)
Permasalahan pengelolaan sampah.

Penurunan kualitas air bersih.

Erosi pantai / abrasi.

Intrusi air laut.

C. Kecamatan Denpasar Barat

Potensi:

1.

© N o 0 s~ w DN

Kawasan perdagangan dan jasa skala kota.

Potensi kawasan pertanian.

Fasilitas olahraga (GOR Kompyang Sujana)

Fasilitas kesehatan dan pendidikan skala kota.

Fasilitas transportasi (terminal tegal)

Pengembanan Jalan Bebas Hambatan.

Lahan Potensial sebesar 475,38 Ha.

Potensi pengembangan permukiman perkotaan cukup yaitu
seluas 2.332,80 Ha.

Rasio Daya Tampung Lahan sebesar +181,71 Ha.
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Masalah:

WD

Alih fungsi lahan.

Permasalahan pengelolaan sampabh.

Kemacetan lalu lintas.

Kawasan permukiman kumuh (Dauh Puri Kauh, Pemecutan,

Pemecutan Klod, Tegal Harum)

D. Kecamatan Denpasar Selatan

Potensi:

1.

Kawasan transportasi (Pelabuhan Benoa, pelabuhan sanur

dan tersus serangan).

2. Kawasan pariwisata sanur

3. Cagar budaya (le mayur, pura sakenan, dll)

4. Wisata bahari (serangan dan sanur)

5. Kawasan perdagangan dan jasa skala BWP.

6. Potensi kawasan pertanian.

7. Hutan kota dan Tahura.

8. Konservasi penyu.

9. Pengembangan Jalan Arteri dan Jalan Bebas Hambatan.

10. Lahan Potensial sebesar 1.039,13 Ha.

11. Potensi pengembangan permukiman perkotaan cukup yaitu
seluas 2.297,83 Ha.

12. Potensi pengembangan permukiman perkotaan sedang
yaitu seluas 1.929,45 Ha.

13. Rasio Daya Tampung Lahan sebesar +711,32 Ha.

Masalah:

1. Alih fungsi lahan.

2. Erosi pantai / abrasi.

3. Permasalahan pengelolaan sampah.

4. Kemacetan lalu lintas.

5. Abrasi dan ancaman tsunami.

6. Hutan mangrove mengalami kerusakan akibat rekalmasi.
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5.3 ARAH PERKEMBANGAN

5.3.1 Arah Perkembangan Kecamatan Denpasar Utara

1.

Pengembangan Kawasan Permukiman berupa : (1)
Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas
pendukung permukiman, (2) Pengaturan intensitas bangunan
Pengembangan Kawasan Perdagangan & Jasa, dan Kawasan
Pergudangan berupa : Peningkatan kualitas jaringan
prasarana, sarana perkotaan, Pengembangan perdagangan
dan jasa, Pengaturan intensitas bangunan, Penyediaan
fasilitas parkir, pengembangan kawasan TOD.

Pemantapan Pusat Pelayanan Publik Kota

Berupa : Pembangunan pusat perkantoran pemerintahan kota,
Pemantapan kawasan sebagai kawasan perkantoran dan
pelayanan publik, Pengembangan taman kota, Pengembangan
Gedung kreatif Dharma Alaya dan Rumah Desain sebagai
wadah kreativitas masyarakat

Pemantapan Perdagangan dan jasa perkulakan

Berupa : Pemantapan pelayanan umum, pasar perkulakan dan
kargo Pengembangan pusat pemerintahan kecamatan,
Pengembangan pelayanan umum skala kecamatan.
Pengembangan KP2B

Berupa : Pendataan penguasaan, pemilikian, penggunaan,
pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian
pangan, Penyesuaian dan penetapan LP2B dan LCP2B,
Penetapan insentif dan disinsentif.

Pelestarian Cagar Budaya

Berupa : Konservasi bangunan cagar budaya, pemberdayaan
sumber daya manusia, menyelenggarakan Kerjasama
pelestarian Cagar Budaya, melakukan pengelompokan Cagar
Budaya berdasarkan kepentingannya, menyusun dan

menetapkan rencana induk pelestarian Cagar Budaya.
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5.3.2 Arah Perkembangan Kecamatan Denpasar Timur

1.

Pengembangan KP2B berupa : Pendataan penguasaan,
pemilikian, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak
atas tanah pertanian pangan, Penyesuaian dan penetapan
LP2B dan LCP2B, Penetapan insentif dan disinsentif.
Pengembangan Kawasan Permukiman dan Kawasan
Perdagangan dan Jasa berupa : Pemenuhan kebutuhan
prasarana, sarana dan utilitas perkotaan, Pengembanga
perdagangan dan jasa, Pengaturan intensitas bangunan,
Penyediaan fasilitas parkir.

Pemantapan kawasan pemerintahan provinsi

Berupa : Penataan lingkungan dan bangunan kawasan,
Pemantapan Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali,
Pemantapan fungsi pusat aktivitas sosial masyarakat Kota
Denpasar

Pengembangan dan pemantapan ruang terbuka hijau publik
Berupa : Revitalisasi taman-taman kota, pemanfaatan dan
penataan lahan pertanian sebagai ekowisata, pengembangan
taman/RTH aktif.

Pemantapan kawasan pusat kebudayaan

Berupa : Pemantapan kawasan taman budaya Art Center
sebagai pusat kreativitas dan pengembangan seni budaya Bali,
Pengembangan parkir terpadu, Pengembangan RTH dan
RTNH Kota

5.3.3 Arah Perkembangan Kecamatan Denpasar Selatan

1.

Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pelayanan
Infrastruktur Skala Kota berupa : Pemenuhan kebutuhan
sarana, prasarana dan utlitas permukiman perkotaan,
Peningkatan kualitas akses jaringan jalan, Pengaturan
intensitas bangunan, Penetapan area buffer untuk fasilitas
persampahan.

Pengembangan KP2B berupa: Pendataan penguasaan,

pemilikian, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak
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atas tanah pertanian pangan, Penyesuaian dan penetapan
LP2B dan LCP2B, Penetapan insentif dan disinsentif.
Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa berupa :
Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas
perkotaan, Pengembangan perdagangan dan jasa, Pengaturan
intensitas bangunan, Penyediaan fasilitas parkir.

Pemantapan kawasan pariwisata

Pemantapan kawasan strategis Sanur sebagai kawasan
pariwisata  internasional, Pemetaan potensi  wisata,
Penyusunan rencana investasi dan strategi pemasaran,
Penataan kawasan pesisir, Peningkatan kualitas prasarana,
sarana dan utilitas pendukung pariwisata, Sinergi pelayanan
umum dan pelayanan kepariwisataan, Pelestarian ekosistem
pesisir, Mitigasi dan adaptasi bencana, Pelestarian dan
pengembangan kawasan cagar budaya, inegrasi dengan
pengembangan kawasan TOD

Pemantapan kawasan pulau serangan

Pemantapan zona efektif pariwisata, Sinergi pelayanan umum
dan pelayanan kepariwisataan, Pelestarian ekosistem pesisir,
Mitigasi dan adaptasi bencana, Pelestarian dan
pengembangan kawasan tempat suci pura sakenan
Pemantapan kawasan transportasi pelabuhan benoa
Pemantapan fungsi pelabuhan dan fungsi pendukung, Sinergi
pelabuhan umum, perikanan dan pariwisata, Pengembangan
ruang terbuka sesuai proporsi

Perlindungan pada kawasan konservasi

Pemantapan kawasan Tahura sebagai kawasan konservasi,
Pemantapan zonas inti dan zona pemanfaatan, Sinergi
peruntukan infrastruktur, perdagangan dan jasa dan
pelestarian lingkungan ekosistem Tahura, Mitigasi dan
adaptasi bencana.

Pelestarian Cagar Budaya

Berupa : Konservasi bangunan cagar budaya, pemberdayaan

sumber daya manusia, menyelenggarakan Kerjasama
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pelestarian Cagar Budaya, melakukan pengelompokan Cagar
Budaya berdasarkan kepentingannya, menyusun dan
menetapkan rencana induk pelestarian Cagar Budaya.

5.3.4 Arah Perkembangan Kecamatan Denpasar Barat

1. Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pelayanan

Fasilitas Umum Perkotaan berupa : Pemenuhan kebutuhan
sarana, prasarana dan utlitas permukiman perkotaan,
Pengaturan intensitas bangunan, Perbaikan akses menuju
fasilitas kesehatan, pendidikan, dan olahraga, Penyediaan
fasilitas parkir pada fasilitas kesehatan dan olahraga, penataan
GOR dan kawasan sekitarnya.

2. Pengembangan Kawasan Kawasan Perdagangan dan Jasa
berupa : Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas
perkotaan, Pengembangan perdagangan dan jasa, Pengaturan
intensitas bangunan, Penyediaan fasilitas parkir.

3. Pengembangan dan pemantapan ruang terbuka hijau publik
Berupa : Revitalisasi taman-taman kota, pemanfaatan dan
pengembangan taman/RTH aktif.

4. Pemantapan kawasan pusat kota
Berupa : Pemantapan fungsi dan jati diri kota budaya,
Pelestarian dan pengembangan kawasan cagar budaya,
Pemantapan lokasi Kantor Walikota, pemantapan kawasan
perdagangan dan jasa yang telah ada, Pengembangan parkir
terpadu, Intergrasi kawasan dengan konsep TOD.
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5.4 PDRB KOTA DENPASAR

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tercatat sebagai
kontributor utama terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Kota Denpasar, dengan nilai kontribusi sebesar 7.827,72. Besarnya peran
sektor ini mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi berbasis pariwisata dan jasa
penunjangnya yang menjadi motor utama perekonomian perkotaan, sejalan
dengan karakter Denpasar sebagai pusat kegiatan jasa, perdagangan, dan

pariwisata regional.

Kontributor signifikan berikutnya berasal dari sektor jasa pendidikan, yang
mencatatkan nilai PDRB sebesar 4.453,23. Capaian ini menunjukkan
meningkatnya peran sektor pendidikan sebagai bagian dari ekonomi berbasis
pengetahuan (knowledge-based economy), sekaligus mengindikasikan tingginya
kebutuhan layanan pendidikan formal dan nonformal seiring pertumbuhan
penduduk, urbanisasi, serta dinamika sosial ekonomi perkotaan. Di sisi lain, sektor
konstruksi menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun.
Peningkatan kinerja sektor ini tidak terlepas dari tingginya aktivitas pembangunan
fisik, baik untuk kebutuhan permukiman, fasilitas pariwisata, infrastruktur
perkotaan, maupun sarana ekonomi lainnya. Kondisi ini mencerminkan adanya

ekspansi ruang terbangun serta peningkatan investasi di wilayah Kota Denpasar.

Sektor perdagangan besar dan eceran juga memperlihatkan kecenderungan
peningkatan kontribusi secara berkelanjutan. Pertumbuhan sektor ini didorong
oleh meningkatnya aktivitas distribusi barang dan jasa, penguatan jaringan
perdagangan, serta peran Denpasar sebagai pusat layanan dan simpul ekonomi
regional yang melayani kawasan sekitarnya. Secara keseluruhan, struktur PDRB
Kota Denpasar memperlihatkan dominasi sektor-sektor tersier yang berorientasi
pada jasa, dengan dukungan sektor konstruksi dan perdagangan sebagai
penggerak aktivitas ekonomi perkotaan. Pola ini menegaskan karakter Denpasar
sebagai kota jasa yang pertumbuhan ekonominya sangat dipengaruhi oleh

dinamika pariwisata, pendidikan, dan aktivitas perdagangan modern.
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Tabel 5. 1 PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha Di Kota Denpasar Tahun 2024

Lapangan Usaha

PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut lap

angan usaha kota denpasar (miliar rupiah),20

20-2024
2021 2022 2023 2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2.233,94 2.230,16 | 2.227,12 | 2.083,01
Pertambangan dan Penggalian - - - -
Industri Pengolahan 2.189,34 | 2.327,03 | 2.382,53 | 2.489,11
Pengadaan Listrik dan Gas 141,24 166,05 193,05 226,74
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampabh,
_ 104,96 102,68 102,11 99,09
Limbah, dan Daur Ulang
Konstruksi 3.881,04 | 4.046,54 | 4.083,55 | 4.117,65
Perdagangan Besar dan Eceran; Re
_ _ 3.615,23 | 3.572,95 | 3.805,14 | 4.224,02
parasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 949,01 932,49 1.064,79 | 1.186,77
Penyediaan Akomodasi dan Makan
_ 5.240,56 | 6.018,91 | 7.058,76 | 7.827,72
Minum
Informasi dan Komunikasi 2.328,43 2.306,22 | 2.350,74 | 2.405,24
Jasa Keuangan dan Asuransi 2.037,12 2.183,23 2.470,45 | 2.875,99
Real Estat 1.703,35 | 1.740,79 | 1.763,06 | 1.774,94
Jasa Perusahaan 639,69 699,72 750,2 850,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahana
) _ B 1.910,76 | 1.846,50 | 1.807,13 | 1.957,09
n, dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 4.299,50 | 4.313,74 | 4.306,46 | 4.453,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.012,15 | 1.025,87 | 1.058,55 | 1.135,50
Jasa Lainnya 505,57 534,52 602,6 657,87
Produk Domestik Regional Bruto | 32.439,61 | 34.066,71 | 36.004,30 | 38.001,22
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Tabel 5. 2 Perbandingan PDRB Kota Denpasar Dengan PDRB
Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Bruto

PDRE Kota D PDRB Provinsi
Nama Kategori PDRB |enpasar Tah Bali Tahun 2024 LQ Kategori Sektor
un 2024
rtanian, Kehutanan, dan | 5 2-g 64 40.059,24 | 2,32 Unggulan
erikanan

Per.tambangan dan Peng 0 2.549,77 0,00 | Kurang Berkembang
galian
Industri Pengolahan 4.206,28 18.637,07 0,97 | Kurang Berkembang
Pengadaan Listrik dan Gas 409,06 717,47 0,38 | Kurang Berkembang
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan Daur 134,26 459,00 0,75 | Kurang Berkembang
Ulang
Konstruksi 6.820,64 27.567,30 0,88 | Kurang Berkembang
Perdagangan Besar dan Ec
eran; Reparasi Mobil dan Se| 6.453,32 25.933,89 0,88 | Kurang Berkembang
peda Motor
Z;a”Sportas' dan Pergudang| g6 77 30.615,66 | 3,49 Unggulan
Penyed|a§n Akomodasi dan 16.682,51 63.912,74 0,84 | Kurang Berkembang
Makan Minum
Informasi dan Komunikasi 2.975,12 16.101,49 1,18 Unggulan
if‘sa Keuangan dan Asuran | o )4 74 15.457,62 | 0,67 | Kurang Berkembang
Real Estat 2.496,71 11.449,02 1,00 Unggulan
Jasa Perusahaan 1.345,52 3.455,35 0,56 | Kurang Berkembang
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan, dan Jaminan S 3.254,19 14.933,54 1,00 Unggulan
osial Wajib
Jasa Pendidikan 6.992,71 14.228,76 0,45 | Kurang Berkembang
Jasa Kesehatan dan Kegiatay - 24 g4 7.066,96 | 0,91 | Kurang Berkembang
n Sosial
Jasa Lainnya 1.108,03 5.296,62 1,05 Unggulan
Produk Domestik Regional 65.300.21 208.44151 |17.34
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5.5 ANALISIS PEMUSATAN EKONOMI (LQ)

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ), teridentifikasi sebanyak
11 kategori lapangan usaha yang memiliki nilai keunggulan komparatif dan
berperan sebagai sektor unggulan di wilayah kajian. Hasil ini menunjukkan adanya
tingkat spesialisasi ekonomi yang relatif tinggi pada kategori-kategori tersebut,
yang mencerminkan kemampuan wilayah dalam mengembangkan aktivitas
ekonomi tertentu secara lebih dominan dibandingkan wilayah referensi. Salah satu
indikator utama yang digunakan dalam mengukur tingkat spesialisasi wilayah
adalah kapasitas penyerapan tenaga kerja pada masing-masing kategori lapangan
usaha. Tingginya proporsi tenaga kerja yang terserap pada sektor-sektor unggulan
tersebut mengindikasikan peran strategisnya dalam struktur ekonomi wilayah, baik
sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi maupun sebagai penopang
stabilitas sosial melalui penciptaan kesempatan kerja.

Tabel 5. 3 Analisis Pemusatan Ekonomi (LQ)

PDRB Kota Denpasar [Nilai Rata- _
Lapangan Usaha Kategori

2023 2024 | RatalQ

Pertanian, Kehutanan, dan Perikan _
2.227,12 | 2.083,01 0,46 |Non Basis

an

Pertambangan dan Penggalian - - 0,00 |Non Basis
Industri Pengolahan 2.382,53 | 2.489,11 1,01 Basis
Pengadaan Listrik dan Gas 193,05 226,74 2,42 Basis

Pengadaan Air, Pengelolaan Samp _
_ 102,11 99,09 1,38 Basis
ah, Limbah, dan Daur Ulang
Konstruksi 4.083,55 | 4.117,65 1,08 Basis

Perdagangan Besar dan Eceran; R

i ) 3.805,14 | 4.224,02 1,10 Basis
eparasi Mobil dan Sepeda Motor

Transportasi dan Pergudangan 1.064,79 | 1.186,77 0,52 |Non Basis

Penyediaan Akomodasi dan Makan _
7.058,76 | 7.827,72 1,09 Basis

Minum
Informasi dan Komunikasi 2.350,74 | 2.405,24 0,81 |Non Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi 2.470,45 | 2.875,99 1,45 Basis
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Real Estat 1.763,06 | 1.774,94 1,00 Basis

Jasa Perusahaan 750,20 850,70 1,72 Basis

Administrasi Pemerintahan, Pertah
_ _ . 1.807,13 | 1.957,09 0,94 |Non Basis
anan, dan Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan 4.306,46 | 4.453,23 2,13 Basis

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosi _
| 1.058,55 | 1.135,50 1,07 Basis
a

Jasa Lainnya 602,60 657,87 0,90 |Non Basis

Produk Domestik Regional Bruto | 36.004,30 |38.001,22

5.6 ANALISIS GROWTH SHARE

Berdasarkan hasil analisis kinerja sektoral sebagaimana disajikan pada
tabel, seluruh kategori lapangan usaha yang dianalisis diklasifikasikan sebagai
sektor unggulan dengan karakteristik rata-rata pertumbuhan yang berpotensi
namun masih menunjukkan kontribusi yang relatif rendah terhadap Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur
ekonomi wilayah berada dalam fase penguatan, di mana berbagai sektor
mengalami percepatan pertumbuhan, namun akumulasi nilai tambahnya belum

optimal dalam struktur PDRB secara keseluruhan.

Pada kelompok sektor sekunder, industri pengolahan mencatat
pertumbuhan sebesar 29,80 persen, sedangkan pengadaan listrik dan gas tumbuh
sebesar 11,63 persen. Meskipun kontribusi kedua sektor ini terhadap PDRB masih
tergolong rendah, perannya sangat strategis sebagai fondasi penguatan basis
produksi dan penyediaan infrastruktur energi yang mendukung aktivitas ekonomi
lintas sektor. Sektor konstruksi menunjukkan kinerja pertumbuhan yang relatif
tinggi, yaitu 61,80 persen, mencerminkan intensitas pembangunan fisik dan
meningkatnya investasi infrastruktur. Sementara itu, sektor perdagangan besar
dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, mencatat pertumbuhan
yang sangat signifikan sebesar 109,34 persen, menandakan tingginya dinamika

aktivitas konsumsi dan distribusi barang dalam perekonomian wilayah.

Sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan yang lebih
moderat, yaitu sebesar 3,60 persen, dengan kontribusi PDRB yang juga masih
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rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor tersebut berfungsi terutama
sebagai sektor pendukung yang menopang kelancaran mobilitas dan sistem
logistik wilayah, namun belum berperan sebagai penggerak utama pembentukan
nilai tambah ekonomi. Pada kelompok sektor tersier dan jasa modern, terlihat

dinamika pertumbuhan yang cukup menonjol. Sektor informasi dan komunikasi

tumbuh sebesar 57,57 persen, sedangkan jasa keuangan dan asuransi mencatat
pertumbuhan tertinggi sebesar 133,58 persen. Hal ini mencerminkan transformasi
ekonomi ke arah ekonomi berbasis jasa, teknologi, dan sistem keuangan. Sektor
real estat dan jasa perusahaan juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil,
masing-masing sebesar 18,09 persen dan 31,32 persen, seiring dengan

meningkatnya kebutuhan ruang usaha serta layanan profesional.

Selain itu, sektor pelayanan publik dan sosial, meliputi administrasi
pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa
kesehatan dan kegiatan sosial, menunjukkan kinerja pertumbuhan yang cukup
baik. Pertumbuhan sektor-sektor ini mengindikasikan meningkatnya kebutuhan
terhadap layanan dasar dan sosial sebagai konsekuensi dari pertumbuhan
penduduk dan kompleksitas aktivitas ekonomi. Meskipun kontribusinya terhadap
PDRB masih relatif rendah, sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung

stabilitas sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 5. 4 Analisis Growth Share

Lapangan Usaha Rata-Rata Growth Rata-Rata Share Sektor

Pertanian, Kehutanan, dan Perikan -32,57 |[Kurang Berpotensi|0,10 | Kontribusi Rendah | Potensial

an
Pertambangan dan Penggalian - - - - Statis

Industri Pengolahan 29,80 Berpotensi 0,23 | Kontribusi Rendah | Unggulan
Pengadaan Listrik dan Gas 11,63 Berpotensi 0,54 | Kontribusi Rendah | Unggulan

Pengadaan Air, Pengelolaan Samp

ah, Limbah, dan Daur Ulang -1,26 |Kurang Berpotensi|0,31 | Kontribusi Rendah | Potensial

Konstruksi 61,80 Berpotensi 0,24 | Kontribusi Rendah | Unggulan

Perdagangan Besar dan Eceran; R

eparasi Mobil dan Sepeda Motor 109,34 Berpotensi 0,25 | Kontribusi Rendah | Unggulan

Transportasi dan Pergudangan 3,60 Berpotensi 0,11 | Kontribusi Rendah | Unggulan

Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum -102,52 |Kurang Berpotensi|0,25 | Kontribusi Rendah | Potensial
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Informasi dan Komunikasi 57,57 Berpotensi 0,18 | Kontribusi Rendah | Unggulan
asa Keuangan dan Asuransi 133,58 Berpotensi 0,33 | Kontribusi Rendah | Unggulan
eal Estat 18,09 Berpotensi 0,23 | Kontribusi Rendah | Unggulan

31,32 Berpotensi 0,39 | Kontribusi Rendah | Unggulan
trasi Pemerintahan, Pertah . o
n Jaminan Sosial Wajib 16,49 Berpotensi 0,21 | Kontribusi Rendah | Unggulan

Jasa Pendidikan 39,38 Berpotensi 0,48 | Kontribusi Rendah | Unggulan

\;?sa Kesehatan dan Kegiatan Sosi 43,34 Berpotensi 0,24 | Kontribusi Rendah | Unggulan

Jasa Lainnya 22,20 Berpotensi 0,20 | Kontribusi Rendah | Unggulan

Produk Domestik Regional Bruto

5.7 ANALISIS TIPOLOGI SEKTOR

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) dan Shift—Share Analysis
(SSA), struktur perekonomian wilayah dapat dikelompokkan ke dalam empat
kuadran yang merepresentasikan tingkat keunggulan komparatif dan dinamika
pertumbuhan sektoral. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh
mengenai posisi relatif masing-masing sektor dalam perekonomian wilayah, baik
dari sisi spesialisasi maupun kinerja pertumbuhan dibandingkan wilayah acuan.
Hasil analisis LQ dan SSA menunjukkan bahwa perekonomian wilayah didominasi
oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa sebagai sektor unggulan yang tumbuh
cepat, didukung oleh sejumlah sektor potensial yang masih dapat dikembangkan.
Di sisi lain, terdapat sektor-sektor basis yang mengalami tekanan serta sektor-
sektor relatif tertinggal yang memerlukan strategi penguatan dan transformasi
untuk mendorong struktur ekonomi wilayah yang lebih seimbang dan
berkelanjutan.

Tabel 5.5 Analisis Tipologi Sektor

- POSITIF (+) NEGATIF (-)

KUADRAN | KUADRAN 111
SEKTOR MAJU DAN CEPAT TUMBUH SEKTOR MAJU TAPI TERTEKAN
1. Industri Pengolahan 1. Pengadaan Air, Pengeloclaan
2. Pengadaan Listrik dan Gas Sampah, Limbah, dan Daur Ulang.
3. Konstruksi 2. Penyediaan Akomodasi dan
ROSHI Al 4. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Makan Minum.
5. Jasa Keuangan dan Asuransi.
6. Real Estate.
7. Jasa Perusahaan.
8. Jasa Pendidikan.
9. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
KUADRAN 1l KUADRAN IV
SEKTOR POTENSIAL SEKTOR RELATIF TERTINGGAL
NECSLRCAD . Transportasi dan Pergudangan. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
. Informasi dan Komunikasi. Pertambangan dan Penggalian.

. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.
. Jasa Lainnya.

ENETER SRy
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5.8 PELUANG KEMAJUAN “TREN

PERMOHONAN USAHA”

IKLIM INVESTASI

Sejak diberlakukannya RTRW Kota Denpasar Tahun 2021, tercatat adanya
peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah permohonan investasi yang

terdaftar dalam sistem perizinan berusaha berbasis OSS-RBA. Jumlah
permohonan yang pada tahun 2021 tercatat sebanyak 14.393 mengalami lonjakan
tajam menjadi 44.797 pada tahun 2022, dan mencapai nilai tertinggi sebesar
48.215 permohonan pada tahun 2023. Meskipun pada periode 2024—-2025 terjadi
kecenderungan penurunan, jumlah permohonan investasi tetap berada pada
kisaran yang relatif tinggi, yaitu antara 28.000 hingga 46.000 permohonan per
tahun, yang mencerminkan keberlanjutan dan stabilitas iklim usaha di wilayah Kota

Denpasar.

Ditinjau dari aspek spasial, sebaran permohonan investasi menunjukkan
konsentrasi yang dominan di Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Barat,
dengan akumulasi total permohonan melebihi 100.000 sepanjang periode
pengamatan. Pola ini selaras dengan karakteristik kedua wilayah tersebut sebagai
pusat kegiatan pariwisata, perdagangan, serta jasa modern, yang berfungsi
sebagai magnet utama bagi aktivitas investasi dan pengembangan usaha di Kota

Denpasar.

Tabel 5. 6 Tren Permohonan Usaha

1 | Denpasar Barat 4.021 | 12.969 | 13.333 | 12.353 | 7.676 50.352
2 | Denpasar Selatan | 4.278 | 13.933 | 16.257 | 15.843 | 9.030 59.341
3 | Denpasar Timur 2.493 7.573 8.133 8.290 5.173 31.662
4 | Denpasar Utara 3.600 | 10.322 | 10.438 | 10.077 | 6.127 40.564
5 | (blank) 1 - 54 210 295 560

Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha |

18




Diagram 5. 1 Tren Permohonan Usaha
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5.9 STRUKTUR MODAL USAHA

Selama periode 2021-2025, total realisasi permohonan investasi di Kota
Denpasar tercatat mencapai 182.479 unit usaha, yang didominasi oleh
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 175.033 unit atau sekitar 95,9
persen, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) berjumlah 7.446 unit atau
sekitar 4,1 persen. Komposisi ini menunjukkan kuatnya peran pelaku usaha
domestik dalam merespons dan memanfaatkan peluang pasar lokal, khususnya
pada sektor-sektor yang berorientasi pada konsumsi dan layanan, seperti

perdagangan eceran, akomodasi, restoran, serta real estat.

Meskipun secara proporsi PMA relatif lebih kecil, keberadaan investasi
asing tetap memiliki signifikansi strategis, terutama di Kecamatan Denpasar
Selatan dan Denpasar Barat yang secara kumulatif mencatat lebih dari 5.000 unit
usaha berbasis modal asing. Kondisi ini mencerminkan tingginya daya tarik Kota
Denpasar sebagai tujuan investasi internasional, khususnya pada sektor
pariwisata, properti, teknologi informasi, dan industri kreatif. Penetapan RTRW
Kota Denpasar sejak tahun 2021 berperan penting dalam memberikan kepastian
pemanfaatan ruang bagi investor asing, terutama terkait kejelasan zonasi
perdagangan, pariwisata, dan akomodasi wisata, sehingga memperkuat

kepercayaan dan minat investasi di wilayah tersebut.
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Tabel 5. 7 Struktur Modal Usaha

Denpasar Barat 1.841 48.511 50.352

Denpasar Selatan 3.365 55.976 59.341
Denpasar Timur 1.116 30.546 31.662
Denpasar Utara 650 39.914 40.564

g | (W NP

(belum migrasi OSS RBA) 474 86 560

Sumber : DPMPTSP Kota Denpasar dan Dinas PUPR Kota Denpasar, 2025

Diagram 5. 2 Struktur Modal Usaha

7,446, 4%

/

= PMA = PMDN

5.10 Basis Ekonomi Kota Denpasar

Basis ekonomi Kota Denpasar ditopang oleh dominasi sektor tersier yang
berorientasi pada jasa, dengan perdagangan eceran, akomodasi dan penyediaan
makanan-minuman, jasa lainnya, serta real estate sebagai kontributor utama
aktivitas ekonomi perkotaan. Struktur ini mencerminkan peran Denpasar sebagai
pusat distribusi, layanan pariwisata, dan investasi properti di tingkat regional, yang
diperkuat oleh berkembangnya ekonomi kreatif, jasa profesional, pendidikan, dan
kesehatan. Keberagaman sektor tersebut menunjukkan karakter ekonomi kota

yang adaptif, berbasis UMKM, dan bernilai tambah, sekaligus menegaskan posisi
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Denpasar sebagai kota jasa yang memiliki daya saing tinggi serta mampu

mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

1) Perdagangan Eceran Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Kota

Sektor perdagangan eceran (KBLI 47) menempati posisi dominan dalam

struktur perekonomian Kota Denpasar, dengan jumlah unit usaha
mencapai 44.796 atau sekitar 24,5 persen dari total unit usaha yang
terdaftar. Tingginya proporsi ini menunjukkan bahwa aktivitas
perdagangan eceran menjadi salah satu penggerak utama dinamika
ekonomi perkotaan, seiring dengan tingginya intensitas transaksi barang
dan jasa yang melayani kebutuhan penduduk lokal maupun wilayah
sekitarnya. Dominasi sektor perdagangan eceran tersebut menegaskan
peran strategis Kota Denpasar sebagai pusat distribusi dan pelayanan
ekonomi di Provinsi Bali. Keberadaan jaringan perdagangan yang luas dan
beragam tidak hanya memperkuat fungsi Denpasar sebagai simpul
ekonomi regional, tetapi juga mencerminkan keterkaitan erat antara sektor
perdagangan dengan sektor lain, seperti pariwisata, jasa, dan logistik, yang
secara keseluruhan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kota
secara berkelanjutan.
2) Akomodasi, Restoran, dan Hospitality (Pilar Pariwisata Kota)
Sektor akomodasi (KBLI 55) dan penyediaan makanan dan minuman (KBLI
56) merupakan komponen utama dalam industri hospitality yang
menopang perekonomian Kota Denpasar. Dengan jumlah masing-masing
9.671 unit usaha dan 13.141 unit usaha, kedua sektor ini secara agregat
mencapai 22.812 unit usaha atau sekitar 12,5 persen dari total unit usaha.
Besarnya kontribusi tersebut mencerminkan kuatnya basis pariwisata
perkotaan di Denpasar, sekaligus menegaskan peran strategis sektor
hospitality dalam mendukung aktivitas wisata, penciptaan lapangan kerja,
serta pergerakan ekonomi jasa yang berkelanjutan.
3) Real Estate dan Properti: Tren Urbanisasi dan Komersialisasi

Sektor real estate (KBLI 68) memiliki peran yang signifikan dalam struktur
perekonomian Kota Denpasar, dengan jumlah 4.471 unit usaha atau
sekitar 2,5 persen dari total unit usaha. Capaian ini mengindikasikan bahwa

Denpasar tidak hanya berfungsi sebagai pusat konsumsi dan layanan,
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4)

5)

6)

tetapi juga berkembang sebagai pusat investasi properti, baik untuk
kebutuhan hunian maupun kegiatan komersial, yang mencerminkan
tingginya dinamika pasar lahan dan bangunan di kawasan perkotaan.
Ekonomi Kreatif, Jasa Profesional, dan Teknologi Informasi

Kota Denpasar menunjukkan penguatan basis ekonomi kreatif dan jasa
profesional yang tercermin dari berkembangnya sektor konsultasi
manajemen (KBLI 70) dengan 2.196 unit usaha, serta sektor seni, hiburan,
dan olahraga (KBLI 90 dan 93) yang mencapai 1.285 unit usaha. Kondisi
ini mengindikasikan bahwa Denpasar tengah bertransformasi menuju
ekonomi berbasis jasa bernilai tambah dan kreativitas, yang tidak hanya
mendukung aktivitas ekonomi konvensional, tetapi juga memperkuat daya
saing kota sebagai pusat inovasi, ekspresi budaya, dan layanan
profesional di tingkat regional. mengalami transformasi menuju kota jasa
modern dan ekonomi kreatif.

Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Penopang Ekosistem Urban
Sektor pendidikan (KBLI 85) dengan 1.390 unit usaha serta sektor
kesehatan manusia (KBLI 86) yang mencapai 731 unit usaha menunjukkan
peran penting layanan sosial dalam struktur ekonomi Kota Denpasar.
Keberadaan kedua sektor ini mempertegas fungsi Denpasar sebagai kota
jasa yang tidak semata-mata bertumpu pada pariwisata, tetapi juga
menyediakan layanan dasar yang berkualitas, sehingga berkontribusi
dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat
daya tarik kota sebagai tujuan investasi yang berkelanjutan.

Jasa Penunjang Lainnya: Sektor UMKM dan Ekonomi Perkotaan
Kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kota Denpasar juga berasal
dari sektor jasa lainnya (KBLI 96) yang mencatat 8.962 unit usaha,
mencakup berbagai layanan personal seperti laundry, salon, barber, dan
sejenisnya. Besarnya jumlah unit usaha pada sektor ini menegaskan
bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi fondasi
utama ekonomi perkotaan Denpasar, dengan peran strategis dalam
penyediaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan

ketahanan ekonomi masyarakat.
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5.11 HASIL ELABORASI DATA KEMAJUAN IKLIM INVESTASI DAN
KEMUDAHAN BERUSAHA

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek peluang investasi dan
kemudahan berusaha, dapat disimpulkan bahwa kerangka kebijakan tata ruang
Kota Denpasar menunjukkan tingkat adaptivitas yang tinggi terhadap dinamika
investasi. Peningkatan signifikan jumlah permohonan usaha dari 14.393 unit pada
tahun 2021 menjadi 48.215 unit pada tahun 2023 merefleksikan adanya kepastian
hukum dan kejelasan zonasi yang diatur dalam RTRW. Kondisi ini memperkuat
kepercayaan investor serta meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang,
sehingga RTRW dinilai masih relevan dan berperan strategis dalam menciptakan
iklim investasi yang kondusif.

Dari sisi tata kelola perizinan, integrasi RTRW dengan sistem OSS-RBA
menunjukkan peningkatan kualitas sinkronisasi data spasial dan administrasi
perizinan. Validasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berbasis
data tata ruang terkini mendorong proses perizinan menjadi lebih cepat, akurat,
dan transparan. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah izin pada sektor
perdagangan dan jasa yang selaras dengan struktur ekonomi Kota Denpasar.
Dengan demikian, RTRW tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pengendali
ruang, tetapi juga sebagai instrumen pendukung sistem perizinan berbasis risiko

yang terintegrasi.

Selain itu, RTRW Kota Denpasar telah mengakomodasi pengembangan
sektor unggulan ekonomi secara komprehensif, khususnya perdagangan eceran,
akomodasi dan restoran, real estate, serta sektor teknologi informasi dan ekonomi
kreatif. Di saat yang sama, kebijakan tata ruang tetap memperhatikan
keseimbangan dengan kearifan lokal melalui pengaturan ruang suci, desa adat,
dan kawasan heritage. Pendekatan ini memperkuat daya saing regional Denpasar
sebagai pusat perdagangan dan pariwisata yang berorientasi pada konsep
Creative Tourism dan Digital City, sekaligus menegaskan bahwa kinerja RTRW
masih relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan

berterima secara sosial-budaya.
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Tabel 5. 8 Elaborasi Data Kemajuan lklim Investasi dan Kemudahan
Berusaha

ASPEK PELUANG IN
VESTASI & KEMUDA
HAN BERUSAHA

TEMUAN/DATA
PENTING

IMPLIKASI TERHADAP
PENINJAUAN KEMBALI
RTRW

HASIL PENILAIAN
KINERJA RTRW

Kepastian Hukum &
Zonasi

Lonjakan permoh
onan usaha dari 1
4.393 (2021) menj
adi 48.215 (2023)
menandakan kep
astian RTRW 202
1 memberi keperc
ayaan investor.

RTRW telah memberikan
kepastian zonasi tetap rel
evan dengan dinamika inv
estasi baru, dan minim ko
nflik pemanfaatan ruang.

RTRW masih relevan
dan mendukung ikli
m invetasi

Integrasi OSS-RBA

Validasi KKPR dal
am OSS-

RBA membutuhka
n data tata ruang t
erkini; jumlah izin

tinggi di sektor pe
rdagangan & jasa.

RTRW telah memastikan

sinkronisasi data spasial d
engan OSS-

RBA dimana perizinan se

makin cepat dan akurat. S
erta didukung dengan ada
nya RDTR yang telah teri

ntegrasi.

RTRW masih relevan
dan mendukung iKli
m invetasi

Sektor Unggulan Eko
nomi

KBLI dominan: Pe
rdagangan eceran
(44.796), Akomo
dasi & restoran (2
2.812), Real estat
e (4.471), Tl & kre
atif (£10%).

RTRW telah mengakomo

dasi potensi pertumbuhan
digital economy, logistik e
commerce, wisata kreatif,

dan co-working space.

RTRW masih relevan
dan mendukung ikli
m invetasi

Keseimbangan deng
an Kearifan Lokal

Investasi besar di
akomodasi & real
estate berpotensi
benturan dengan
ruang suci, desa

adat, dan kawasa
n heritage.

Peninjauan RTRW telah
memasukkan parameter s
osial-

budaya & kearifan lokal s
erta investasi berkelanjuta
n dan diterima masyaraka
t

RTRW masih relevan
dan mendukung ikli
m invetasi

Daya Saing Regional

Denpasar menjadi
pusat perdagang
an & pariwisata, y
ang mampu bersa
ing dengan kota b
esar lainnya di Ind

onesia

RTRW telah mengakomo

dir branding Denpasar se

bagai “Creative Tourism &
Digital City” dengan ruan

g investasi inovatif.

RTRW masih relevan
dan mendukung ikl
m invetasi
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5.12 SEKTOR SEKUNDER
5.12.1 BIDANG PERTAIAN INDUSTRI PENGOLAHAN PADI

1. Kondisi Bidang Pertanian

Bidang pertanian industri pengolahan padi merupakan sektor

strategis dalam mendukung sistem ketahanan pangan dan
perekonomian Kota Denpasar, karena berperan sebagai
penghubung antara kegiatan produksi padi di tingkat petani dengan
sistem distribusi dan konsumsi beras di wilayah perkotaan. Industri
ini mencakup kegiatan pascapanen seperti penggilingan,
pengeringan, penyimpanan, dan pengemasan, yang berfungsi
meningkatkan nilai tambah komoditas padi sekaligus menjaga
kualitas dan kontinuitas pasokan beras. Dalam kondisi terbatasnya
luas panen dan fluktuasi produksi padi, keberadaan industri
pengolahan padi menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi
pemanfaatan hasil panen, menekan kehilangan pascapanen, serta
mendukung stabilitas harga. Pengembangan sektor ini perlu
diintegrasikan dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian,
sistem irigasi, dan tata ruang perkotaan agar tercipta rantai nilai
agroindustri padi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Berdasarkan data produksi komoditas pertanian periode 2022—2024,
terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan pada beberapa
komoditas utama. Komoditas padi menunjukkan tren penurunan baik
dari sisi luas panen maupun produksi. Luas panen padi menurun dari
4.005 ha pada tahun 2022 menjadi 3.611 ha pada tahun 2023, dan
kembali berkurang menjadi 2.548 ha pada tahun 2024. Sejalan
dengan hal tersebut, produksi padi juga mengalami penurunan dari
29.949 ton (2022) menjadi 23.904 ton (2023) dan 23.587 ton (2024).
Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap keberlanjutan
lahan sawah, yang dapat dipengaruhi oleh alih fungsi lahan,
perubahan pola tanam, maupun faktor iklim dan ketersediaan air.

Sementara itu, komoditas hortikultura menunjukkan pola yang relatif
beragam. Pada komoditas petsai, luas panen cenderung menurun
dari 188 ha (2022) menjadi 155 ha (2023) dan 151 ha (2024), namun
produksi relatif stabil dan bahkan meningkat pada tahun 2024
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menjadi 5.408 kuintal, dibandingkan 4.826 kuintal (2022) dan 4.724
kuintal (2023). Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan
produktivitas lahan. Komoditas pisang dan mangga menunjukkan
fluktuasi produksi, dengan produksi pisang meningkat signifikan dari
10.050 kuintal (2022) menjadi 18.133 kuintal (2023), kemudian
menurun menjadi 13.450 kuintal (2024). Adapun komoditas pepaya

justru memperlihatkan tren peningkatan produksi dari 558 kuintal
(2022) dan 537 kuintal (2023) menjadi 877 kuintal pada tahun 2024.
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya pergeseran
struktur produksi pertanian dari komoditas pangan pokok menuju
hortikultura, yang perlu dicermati dalam perencanaan pembangunan
pertanian dan pengendalian pemanfaatan ruang secara

berkelanjutan.

Tabel 5. 9 Hasil Produksi Tanaman Pangan

Komoditas Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Padi
Luas Panen (Ha) 4.005 3.611 2.548
Produksi (ton) 29.949 23.904 23.587
Petsai
Luas Panen (Ha) 168 155 151
Pisang
Produksi (kuintal) 4.826 4.724 5.408
Mangga
Produksi (kuintal) 10.050 18.133 13.450
Pepaya
Produksi (kuintal) 556 537 877

Sumber : Statistik Kota Denpasar, 2025
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2. Kondisi Bidang Peternakan
Berdasarkan data populasi ternak periode 2022-2024, terlihat
adanya dinamika perkembangan pada beberapa komoditas
peternakan utama. Populasi sapi potong menunjukkan
kecenderungan menurun, dari 2.836 ekor pada tahun 2022 menjadi

2.822 ekor pada tahun 2023, dan kembali berkurang cukup signifikan
menjadi 1.483 ekor pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan
adanya tekanan terhadap usaha peternakan sapi potong yang dapat
dipengaruhi oleh keterbatasan lahan, biaya pakan, maupun
pergeseran pola usaha peternakan di wilayah perkotaan. Sebaliknya,
populasi kambing dan babi memperlihatkan tren peningkatan yang
cukup konsisten. Populasi kambing meningkat dari 85 ekor pada
tahun 2022 menjadi 417 ekor pada tahun 2023 dan 512 ekor pada
tahun 2024, sedangkan populasi babi naik dari 4.723 ekor menjadi
5.554 ekor, dan selanjutnya mencapai 6.424 ekor pada tahun 2024.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa komoditas kambing dan babi
relatif lebih adaptif terhadap kondisi perkotaan, baik dari sisi
kebutuhan lahan maupun sistem pemeliharaan, sehingga tetap
berkembang sebagai sumber pendapatan masyarakat.

Sementara itu, populasi ayam kampung menunjukkan fluktuasi yang
signifikan. Jumlah ayam kampung tercatat sangat tinggi pada tahun
2022 sebesar 45.632 ekor, kemudian menurun tajam pada tahun
2023 menjadi 23.738 ekor, dan relatif stabil pada tahun 2024 dengan
23.776 ekor. Pola ini mengindikasikan adanya penyesuaian skala
usaha dan sistem budidaya ayam kampung, yang kemungkinan
dipengaruhi oleh faktor penyakit ternak, perubahan permintaan
pasar, maupun penataan ruang dan lingkungan permukiman. Secara
keseluruhan, data ini mencerminkan perlunya penguatan kebijakan
pengembangan peternakan perkotaan yang berkelanjutan dan

terintegrasi dengan tata ruang wilayah.
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Tabel 5. 10 Hasil Produksi Peternakan

Variabel Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Sapi Potong 2.836 2.922 1.463
Kambing 85 417 512
Babi 4.723 5.554 6.424
Ayam kampung 45.632 23.738 23.776

Sumber : Statistik Kota Denpasar, 2025

Penguatan dan pengembangan kelompok usaha tani serta industri
pengolahan hasil pertanian merupakan langkah strategis dalam merespons
kecenderungan penurunan kinerja sektor pertanian di Kota Denpasar. Melalui
pengorganisasian petani dalam kelembagaan usaha yang lebih terstruktur,
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat posisi tawar
petani, serta mendorong penerapan teknologi dan inovasi dalam kegiatan

budidaya maupun pascapanen.

Di sisi lain, pengembangan pengolahan hasil pertanian berperan penting
dalam menciptakan nilai tambah dan diversifikasi produk, sehingga sektor
pertanian tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah. Pendekatan ini
dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha tani, memperluas peluang pasar,
serta memperkuat ketahanan ekonomi pertanian perkotaan, sehingga mampu

beradaptasi terhadap tekanan alih fungsi lahan dan dinamika pembangunan Kota

Denpasar.
Tabel 5. 11 Kelompok Tani Per Kecamatan
NO| KECAMATAN | NAMA KELOMPOK ALAMAT
1 | Denpasar Timur [KWT Sri Rejeki Br. Semaga, Kel. Penatih

KWT Manik Mas LestariBr. Tangguntiti, Kel. Tonja

KWT Lumbung Sari Br. Kesambi Desa Kesiman Kertalangu
KWT Uma Lestari Br. Kebonkori, Kel. Kesiman
KWT Taru Boga Br. Anggabaya, Kel. Penatih
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UP3HP Samiasih

JI. Trenggana, Gg. Jatayu, Anggabaya

UP3HP Padmasari

JI. Padma, Gg. VII, Saba

Kelompok Boga Tani

JI. Trengguli, Gg. IV

KWT Ratna Sari

Br. Pelagan, Penatih, JI. Trenggana

Denpasar Utara

KWT Pula Sari

Br. Pulogambang, Kel. Peguyangan

KWT Ratna Sari

Br. Blusung, Desa Peguyangan Kangin

KWT Sumber Rejeki

Br. Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin

KWT Gunalestari

Br. Batumakaem, Desa Ubung

Denpasar Barat

KWT Pandan Sari

Br. Tegeh Sari, Desa Padangsambian Kaja

UP3HP Purnamasari

JI. Gn. Indrakila, Gg. IV, Tgal Kertha

Kelompok Boga Harum

Perum Monang-Maning

Denpasar Selatan

KWT Uma Kayu Ayu

Br. Pande, Kel. Renon

KWT Sari Boga

Br. Sakah, Pemogan

KWT Sari Begina

Br. Karang Suwung, Pedungan
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Peta 5. 1 Sebaran Kelompok Tani Di Kota Denpasar
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5.12.2 BIDANG PERIKANAN INDUSTRI PENGOLAHAN
1. Data Kelompok Pembudidayaan Ikan Kota Denpasar Tahun 2024
A. Kelompok Budidaya lkan Pembesaran
Berdasarkan data sebaran kelompok budidaya ikan pembesaran

di Kota Denpasar, tercatat sebanyak 49 kelompok yang tersebar

di empat kecamatan dengan total anggota mencapai 574 orang.
Kecamatan Denpasar Utara memiliki jumlah kelompok dan
anggota terbanyak, yakni 17 kelompok dengan 207 orang, yang
menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki basis kegiatan
perikanan budidaya yang relatif lebih kuat dibandingkan
kecamatan lainnya. Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan
ketersediaan ruang, akses sumber air, serta karakter wilayah
yang masih memungkinkan pengembangan usaha budidaya
ikan secara berkelompok.

Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Barat, dan Denpasar
Timur masing-masing memiliki 11 kelompok (129 orang), 11
kelompok (115 orang), dan 10 kelompok (123 orang). Sebaran
yang relatif merata ini mencerminkan bahwa kegiatan budidaya
ikan pembesaran telah berkembang di seluruh wilayah kota
sebagai bagian dari strategi diversifikasi usaha pertanian-
perikanan perkotaan. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut
tidak hanya berfungsi sebagai unit produksi, tetapi juga sebagai
wadah peningkatan kapasitas pelaku usaha, transfer
pengetahuan, dan penguatan kelembagaan ekonomi
masyarakat, sehingga berpotensi mendukung ketahanan
pangan serta pengembangan ekonomi lokal secara

berkelanjutan di Kota Denpasar.

Tabel 5. 12 Kelompok Budidaya lkan Pembesaran “ Ikan Lele”

Kelompok Budidaya Ikan
Kecamatan Jumlah orang
Pembesaran
Denpasar Utara 17 207
Denpasar Selatan 11 129
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Denpasar Barat 11 115
Denpasar Timur 10 123

Jumlah 49 574
Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Th.
2025

Diagram 5. 3 Kelompok Budidaya lkan Pembesaran “ Ikan Lele”
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B. KELOMPOK BUDIDAYA IKA HIAS
Berdasarkan data sebaran kelompok budidaya ikan hias di Kota
Denpasar, tercatat sebanyak 7 kelompok dengan jumlah
anggota mencapai 83 orang. Kegiatan budidaya ikan hias
terkonsentrasi di Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan
Denpasar Timur, masing-masing memiliki 3 kelompok dengan 32
orang dan 33 orang. Konsentrasi ini menunjukkan bahwa
pengembangan budidaya ikan hias cenderung berkembang
pada wilayah yang memiliki dukungan lingkungan, ketersediaan
sarana budidaya, serta minat pelaku usaha yang relatif lebih
tinggi terhadap komoditas bernilai ekonomi estetika tersebut.
Sementara itu, Kecamatan Denpasar Barat hanya memiliki 1
kelompok dengan 18 orang, dan Kecamatan Denpasar Selatan

belum tercatat memiliki kelompok budidaya ikan hias. Pola
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sebaran ini mengindikasikan masih adanya ketimpangan
pengembangan subsektor ikan hias antarwilayah, sekaligus
membuka peluang untuk perluasan dan pembinaan usaha
budidaya ikan hias di kecamatan yang belum berkembang.
Dengan dukungan kebijakan, pendampingan teknis, dan akses

pasar yang memadai, subsektor ini berpotensi menjadi alternatif
usaha perikanan perkotaan yang bernilai tambah dan
berkontribusi terhadap diversifikasi ekonomi lokal Kota

Denpasar.

Tabel 5. 13 Budidaya lkan Hias “lkan Mas Koki Bali”

Kecamatan Kelompok Budidaya Ikan Hias | Jumlah orang
Denpasar Utara 3 32
Denpasar Selatan 0 0
Denpasar Barat 1 18
Denpasar Timur 3 33
Jumlah 7 83
Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Th.

2025

Diagram 5. 4 Budidaya Ikan Hias “lkan Mas Koki Bali”
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C. KELOMPOK BUDIDAYA IKAN PEMBENIHAN
Berdasarkan data kelompok budidaya ikan pembenihan di Kota
Denpasar, kegiatan subsektor ini masih berskala terbatas dan
terkonsentrasi pada Kecamatan Denpasar Utara, dengan jumlah
2 kelompok yang melibatkan 22 orang. Kondisi ini menunjukkan
bahwa aktivitas pembenihan ikan sebagai bagian hulu dari rantai
nilai perikanan budidaya belum berkembang secara merata di
seluruh  wilayah kota, kemungkinan dipengaruhi oleh
keterbatasan lahan, kebutuhan teknis yang lebih spesifik, serta
persyaratan kualitas lingkungan perairan. Meskipun demikian,
keberadaan kelompok pembenihan ikan di Denpasar Utara
memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan
kegiatan budidaya ikan pembesaran dan ikan hias di wilayah
Kota Denpasar. Penguatan subsektor ini melalui peningkatan
kapasitas teknis, dukungan sarana prasarana, serta integrasi
dengan kelompok pembesaran dan pemasaran berpotensi
meningkatkan kemandirian benih, efisiensi produksi, dan
ketahanan ekonomi perikanan perkotaan secara berkelanjutan.

Tabel 5. 14 Kelompok Budidaya lkan Pembenihan

Kecamatan |Kelompok Budidaya Ikan Pembenihan |[Jumlah orang

Denpasar Utara 2 22
Jumlah 2 22

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Th. 2025

D. KELOMPOK BUDIDAYA IKAN LAUT (KJA)
Berdasarkan data kelompok budidaya laut (Kelompok Jaring
Apung/KJA) di Kota Denpasar, kegiatan subsektor ini
teridentifikasi berada di Kecamatan Denpasar Selatan dengan

jumlah 5 kelompok yang melibatkan 58 orang. Konsentrasi
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kegiatan budidaya laut di wilayah ini mencerminkan kesesuaian
karakteristik pesisir dan perairan laut yang mendukung
pengembangan KJA, baik dari sisi kondisi oseanografi maupun
akses terhadap sarana dan prasarana pendukung. Keberadaan
kelompok budidaya laut tersebut memiliki peran strategis dalam
mendukung produksi perikanan berbasis laut, diversifikasi
sumber penghidupan masyarakat pesisir, serta penguatan
ekonomi lokal, sehingga perlu didukung melalui pengelolaan
ruang pesisir yang berkelanjutan dan penguatan kapasitas

pelaku usaha.

Tabel 5. 15 Kelompok Budidaya Laut (KJA)

Kecamatan Kelompok Budidaya Laut (KJA) |Jumlah orang

Denpasar Selatan 5 58
Jumlah 5 58

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Th. 2025

E. KELOMPOK RUMPUT LAUT
Berdasarkan data kelompok budidaya rumput laut di Kota
Denpasar, tercatat kegiatan ini masih berskala sangat terbatas dan
terkonsentrasi di Kecamatan Denpasar Selatan, dengan 1
kelompok yang melibatkan 19 orang. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa pengembangan budidaya rumput laut di
wilayah perkotaan pesisir Denpasar masih berada pada tahap awal,
namun memiliki potensi untuk dikembangkan seiring dengan
kesesuaian lingkungan perairan laut dan dukungan aktivitas
ekonomi pesisir. Keberadaan kelompok ini berperan sebagai
embrio penguatan subsektor perikanan laut berbasis komoditas
non-ikan, yang berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi,
diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir, serta

mendukung pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan

Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha | 35



apabila didukung dengan pembinaan teknis dan pengelolaan ruang

pesisir yang terintegrasi.

Tabel 5. 16 Kelompok Rumput Laut

Kecamatan Kelompok Rumput Laut | Jumlah orang
Denpasar Selatan 1 19
Jumlah 1 19

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Th. 2025

5.12.3 KOMODITI EKSPOR KOTA DENPASAR

Berdasarkan data komoditi ekspor Tahun 2025, struktur ekspor Kota
Denpasar didominasi oleh produk perikanan, kerajinan, serta industri pengolahan
dan tekstil. Komoditas dengan volume terbesar berasal dari ikan hidup, ikan
olahan, dan ikan tuna, yang menunjukkan kuatnya peran sektor perikanan sebagai
tulang punggung ekspor daerah. Selain itu, komoditas kerajinan seperti kerajinan
kayu, perak, batu padas, dan tekstil juga memberikan kontribusi signifikan,
mencerminkan kekuatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Secara
keseluruhan, total volume ekspor sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar 32,74
juta satuan, dengan distribusi yang relatif stabil sepanjang bulan. Pola ini
menegaskan bahwa ekspor Denpasar bersifat terdiversifikasi, tidak hanya
bergantung pada satu komoditas, serta didukung oleh kombinasi sektor primer,
sekunder, dan ekonomi kreatif yang berorientasi pasar global.
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Tabel 5. 17 Komoditi Ekspor Tahun 2025

KOMODITI EKSPOR TH. 2025
Buzh-Buzhzn 36871000 23319270 9519700 35,00 - - - 000700 7000 71434170 &
lkan Dalam Kaleng - - - - - - - E4AT4840 E4T4840 5
lkzn Hias Hidup 751600  Z781600 3334000 1848500 3037100 2520200 1779600 3322200 2600000 22073800 ©
lizn Kekap 2034150 523380 137670 841140 1233870 5987070 7254760 12440000 19127088 50479138 ©
lkzn Kerapu 9592000 2475750 21065040 15631740  267.63806 33506790 35780840 S06G7250 46660225 244182441 ©
lizn Lsinnya 108371300 130716760 07056360  B47947.07  BS6.85263  BO233670 103197862 101BB4BA6 147244338 039185106 ©
lizn Tuna 59936284 54681020 40657267  373A4101 73613020 56418387 50308103 39627200 84306020 505891501 ©
KAKAO 2526200 - 232,00 2613000 3028600 2613000 1752400 2613000 6920000 22083400 @
Kersjinzn Alst Musik - 6000 - 70.150,00 201,00 48.00 - 250,00 - 7080200 P
Kergjinan Anyaman 5932700 3729500 9569700 10201700 1931000 150700 1544300 1655200 6204400 42279200 P
Kersjinan Bambu 3166200 3194300 16868600 2775300 19806500 6148100 5483400 3715400 2038800 63288200 P
Kersjinzn Bstu Pagas 4.856,00 1076800 1029500  7.847.00 530200 2075000 1499300 1643400 959700 10099200 pes/ 2
Kergjinan Fumiture 2.880.00 1.005.00 4261,00 255500 417500 613400 202200 1.647.00 4355,00 3005300 pesy se¥
Kergjinan Kayu 14728400 17501800 37250100 25634600 16516800 22805600 16486400 8502800 20664200  1.893.807.00 P
Kersjinan Kermik 171,00 342500 285000 241100 976,00 208000 26000 1.901,00 1.467.00 1625000 pesy se¥
Kersjinzn Kerzng 16437400 502300 12542800 1285400 981400 1927300 734000 180,00 1372400 35801000  eoess
Kersjinan Kulit 12049400 374000 4837700 1667900 350400 2723000 365600 78500 718500 24065000 P
Kergjinan Lein-Lzin 1092700 1211900 6728500 45358500 2143500 1134800 31817700 2495200 1976600 65323400 P
Kergjinzn Lifin - 1211300 270,00 407500 207,00 25.00 1.603,00 - 266300 2106200 P
Kergjinan Logam 3030000 2072300 9175600 7173700 2212500 2103000 4878400 4284500 3044300  307.83300 P
Kergjinzn Lukiszn 18400 42200 324,00 644,00 29000 154,00 61.00 323,00 1.247.00 3.659.00 P
Kersjinzn Perak 8731300 4752100 5043280 10763350 4006800 5223800 4004700 5752000 15751300 6R0196.30  pow/eas/cam
Kergjinan Ratan 1127100 5108500 1131900 672600 266400 378100 5716500  1.18400 763000 15089500 pes
Kersjinzn Teracott 181400 3.060.00 204300 416200 185600 200600 11.658,00 636,00 3.647.00 3204100 P
Kersjinzn Tulang 33,00 600 115,00 5000 110,00 21400 - 19,00 28000 827,00 Pes
Kopi - 6000 - 5200 119200 - 30000 - - 1.604.00 @
KompenenRumazh Jadi 4.00 - 200 300 - 100 - - - 1000 uNT
Lain-Lzin 11466500 483000 4107500 9559413 2573400 6435820 6436699 12802805 4844070 58719297 P/ 6
Lobster 3270000 9.500,00 420000 1260000 400 - - 1260000 1980000 9150400 @
Panili - 171,00 - 125,00 1.00 - 21200 - - 509,00 @
Plastik 65125000 52479600  G6B.260.00 63012200 12226900 14077000 16320200 11020200 13705000 320802800 P
Sepatu (Alzs Kak) 1.605,00 200,00 951,00 325200 234700 210300 1.104,00 77400 6.820,00 1989300 PRs
Tis 2001100 2437300 7801600 2362400 3366600 2051400 4276100 786000 6906600 32890000 P
Tekstil Dan Produk Tekstil 92151800 33862700 62634076  527.50332 33661850 37410547 36576831 23715800 47245600 420019526 575
Total 4642576 3474592  A183.474 3933064  2.98790B 2885778  3.193.60B 2955772  4A7B.061 _ 32.740.833

Diagram 5. 5 Komoditi Ekspor Tahun 2025
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5.12.4 Unit Pengolahan Ikan (Upi)

Berdasarkan data jumlah unit pengolahan ikan menurut jenis bahan baku
periode 2022-2025, terlihat bahwa ikan tuna merupakan komoditas utama yang
paling banyak diolah, dengan jumlah unit meningkat dari 14 unit pada tahun 2022
menjadi 16 unit pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan konsistensi peran tuna
sebagai bahan baku strategis dalam industri pengolahan ikan di Kota Denpasar,
sejalan dengan permintaan pasar ekspor dan domestik yang relatif tinggi. Selain
itu, bahan baku ikan surimi dan ikan tongkol/tuna juga menunjukkan keberadaan

unit pengolahan yang relatif stabil, meskipun dalam jumlah terbatas.

Sementara itu, bahan baku lainnya seperti ikan marlin, gurita, cumi dan
baby crab, GT/cakalang, salmon dan teri, serta cakalang dan tuna diolah oleh unit
dengan skala yang lebih kecil dan cenderung fluktuatif. Total unit pengolahan ikan
tercatat relatif stabil, yaitu 21 unit pada tahun 2022 dan 2023, meningkat menjadi
27 unit pada tahun 2024, dan sedikit menurun menjadi 26 unit pada tahun 2025.
Pola ini mengindikasikan bahwa industri pengolahan ikan di Kota Denpasar
memiliki struktur yang cukup adaptif, dengan diversifikasi bahan baku yang
mendukung keberlanjutan usaha serta ketahanan sektor perikanan olahan di

tengah dinamika pasokan dan permintaan pasar.

Tabel 5. 18 Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kota Denpasar

Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)
Bahan Baku

2022 2023 2024 2025
Ikan Tuna 14 14 15 16
Ikan Surimi 1 1 1 1
Ikan Tongkol, Ikan Tuna 1 1 - -
Ikan Marlin 2 2 2 5
Gurita 1 1 1 1
Cumi,Baby Crab 1 1 1 1
GT,Cakalang 1 1 1 1
Salmon, Teri - - - 1
Cakalang, Tuna - - - 1
Kota Denpasar 21 21 21 27

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Th. 2025

Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha | 38



Diagram 5. 6 Jumlah Unit Pengolahan lkan (UPI)
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Peta 5. 2 Sebaran Unit Pengolahan lkan (UPI)
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5.12.5 UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) KOTA DENPASAR

BERDASARKAN BAHAN BAKU

Berdasarkan data jumlah bahan baku industri pengolahan ikan di Kota
Denpasar periode 2022-2025, terlihat bahwa ikan tuna merupakan komoditas
dominan dengan total akumulasi bahan baku mencapai 1.261,20 ton. Kontribusi
terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 1.169,24 ton, sementara pada tahun-
tahun berikutnya volume cenderung berfluktuasi dengan nilai yang lebih kecil, yaitu
12,60 ton (2024) dan 79,36 ton (2025). Pola ini mengindikasikan adanya
perubahan dinamika pasokan bahan baku tuna, yang dapat dipengaruhi oleh
faktor musim penangkapan, kebijakan perikanan, maupun orientasi pasar industri
pengolahan. Komoditas lain seperti ikan surimi dan ikan tongkol/tuna juga
memberikan kontribusi yang cukup signifikan, masing-masing dengan total bahan
baku sebesar 548,10 ton dan 432,00 ton. Ikan surimi menunjukkan penurunan
pasokan dari 290,60 ton pada tahun 2022 menjadi 145,30 ton pada tahun 2024
dan 112,20 ton pada tahun 2025, sementara ikan tongkol/tuna hanya tercatat pada
tahun 2022. Adapun bahan baku lainnya seperti ikan marlin, gurita, cumi/baby
crab, GT/cakalang, salmon/teri, serta cakalang/tuna memiliki volume yang relatif

kecil namun berperan dalam diversifikasi produk olahan ikan.

Secara keseluruhan, total bahan baku industri pengolahan ikan di Kota
Denpasar selama periode 2022-2025 mencapai 2.329,23 ton. Meskipun terjadi
fluktuasi antar tahun, data ini menunjukkan bahwa sektor pengolahan ikan di
Denpasar memiliki basis bahan baku yang cukup beragam dan adaptif.
Keberagaman tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan
industri, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, serta memperkuat kontribusi

sektor perikanan olahan terhadap perekonomian daerah.

Tabel 5. 19 Unit Pengolahan lkan (Upi) Kota Denpasar
Berdasarkan Bahan Baku

Jumlah Bahan Baku (TON) Jumlah
Bahan Baku
2022 2023 2024 2025 | (TON)
lkan Tuna 1.169,24 : 12.60 79.36 |1.261.20
lkan Surimi 290,60 ; 14530 | 11220 | 54810
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Ikan Tongkol, Ikan Tuna | 432,00 - 0,00 - 432,00
lkan Marlin 3,44 - 1,72 23,78 28,94
Gurita 1,20 - 0,60 0,90 2,70
Cumi,Baby Crab 3,25 - 1,65 0,45 5,35
GT,Cakalang 2,08 - 1,04 1,53 4,65
Salmon, Teri - - - 1,30 1,30
Cakalang, Tuna - - - 45,00 45,00
Kota Denpasar 1.901,81 | 0,00 162,90 264,52 |2.329,23

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Th. 2025

Diagram 5. 7 Unit Pengolahan lkan (UPI) Berdasarkan Bahan Baku

Cakalang, Tuna

0
0
GT,Cakalang 5 g
. ' 3.25
Gurita 1.20
- 3.44
lkan Tongkol, Ikan Tuna 432.00
290.60
lkan Tuna 1,169.24
0.9825 = 2024 500.00 1,000.00 1,500.00
m 2023 m 2022

Diagram 5. 8 Unit Pengolahan Ikan Berdasarkan Bahan Baku

24%

lkan Surimi
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5.13
5.13.1

Gambar 5. 1 Lokasi Pengalengan dan Pembekuan

SEKTOR TERSIER

Karakter Wisatawan

Tujuan Kunjungan

Berdasarkan distribusi tujuan kunjungan wisatawan, baik Wisatawan
Nusantara (WisNus) maupun Wisatawan Mancanegara (WisMan),
aktivitas berlibur merupakan motif utama kunjungan ke Kota Denpasar.
Pada WisNus, tujuan berlibur mendominasi dengan proporsi sebesar
78%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pergerakan wisatawan
domestik diarahkan untuk kegiatan rekreasi dan pemanfaatan daya tarik
wisata kota. Selain itu, kunjungan untuk keperluan pekerjaan masih
memiliki porsi yang cukup signifikan, yaitu sekitar 12%, mencerminkan
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Tujuan utama WISNUM

peran Denpasar sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan
jasa di tingkat regional. Tujuan kunjungan lainnya, seperti kunjungan
keluarga, konferensi, dan keperluan lain di luar kategori utama, memiliki
persentase yang relatif kecil pada WisNus, masing-masing berkisar
antara 3—4%. Pola ini menunjukkan bahwa aktivitas non-rekreasi tetap
ada namun belum menjadi faktor dominan dalam pergerakan wisatawan
domestik. Dengan demikian, struktur tujuan kunjungan WisNus
memperlihatkan kombinasi antara fungsi Denpasar sebagai destinasi
wisata dan sebagai kota aktivitas ekonomi. Sementara itu, pada WisMan,
dominasi tujuan berlibur terlihat lebih kuat dengan persentase mencapai
90%, yang menegaskan posisi Denpasar sebagai destinasi wisata
internasional yang berorientasi pada rekreasi. Tujuan kunjungan lainnya,
seperti kunjungan keluarga dan kategori lainnya, masing-masing hanya

mencapai sekitar 4%, sehingga kontribusinya relatif marginal.

KENDALA SOLUSI

Diperlukan penataan

mencapai 78% dan ) ) dan pengembangan

WISMAMN mencapai 90%
untuk berlibur

infrastruktur penunjang
kegiatan pariwisata

Konferensi

Pekerjaan

Cene N

Secara keseluruhan, komposisi tujuan kunjungan ini mengindikasikan
bahwa pengembangan pariwisata Denpasar masih sangat bergantung
pada segmen wisata liburan, sehingga diperlukan strategi diversifikasi
produk wisata untuk memperluas motif kunjungan dan meningkatkan

ketahanan sektor pariwisata.

Diagram 5. 9 Tujuan Kunjungan Wisatawan

Berlib
e Berlibur

—

Sumber: Dokumen Pengeluaran Wistawan Tahun 2024, Dinas Pariwisata
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2. Jasa Transportasi
Berdasarkan pola penggunaan jasa transportasi, baik Wisatawan
Nusantara (WisNus) maupun Wisatawan Mancanegara (WisMan)
menunjukkan preferensi yang kuat terhadap layanan transportasi daring

(online). Pada WisNus, proporsi penggunaan transportasi online

mencapai 84%, jauh melampaui penggunaan transportasi offline yang
hanya sekitar 15%, sementara sisanya memanfaatkan moda transportasi
lainnya. Tingginya tingkat adopsi transportasi online ini mencerminkan
kebutuhan wisatawan domestik terhadap moda yang fleksibel, mudah
diakses, serta efisien dalam mendukung mobilitas selama berwisata di
wilayah perkotaan.

Pada WisMan, meskipun penggunaan transportasi online juga
mendominasi, persentasenya relatif lebih rendah dibandingkan WisNus,
yaitu sebesar 71%. Penggunaan transportasi offline tercatat sekitar 15%,
sedangkan kategori lainnya mencapai 14%, yang dapat mencakup moda
sewa khusus, transportasi hotel, atau layanan pariwisata tertentu.

Pola ini mengindikasikan bahwa wisatawan mancanegara memiliki
preferensi moda yang lebih beragam, dipengaruhi oleh faktor kebutuhan
layanan khusus, kenyamanan, serta familiaritas terhadap sistem
transportasi lokal. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan
pentingnya penguatan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi
dan berbasis digital guna mendukung kenyamanan dan kelancaran

mobilitas wisatawan di Kota Denpasar.

KENDALA SOLUSI

Kurangnya
Jasa transportasi yang lahan parkir di

digunakan didominasi 9 beberapa 9 Pembangunan tempat
ka

parkir yang memadai

oleh jasa transportasi wasan yan ;
: online i mengakib:&agn pada kawasan strateqgis
kemacetan
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Diagram 5. 10 Jasa Transportasi Yang Digunakan Wisatawan

Online

Online

Offline

Sumber: Dokumen Pengeluaran Wistawan Tahun 2024, Dinas Pariwisata

3. Daya Tarik Wisatawan Yang Diminati
Berdasarkan preferensi Daya Tarik Wisata (DTW), wisata alam
menjadi pilihan utama baik bagi Wisatawan Nusantara (WisNus)
maupun Wisatawan Mancanegara (WisMan) di Kota Denpasar. Pada
WisNus, minat terhadap wisata alam, khususnya pantai dan laut,
mencapai 74%, yang menunjukkan dominasi daya tarik pesisir
sebagai magnet utama pergerakan wisatawan domestik. Selain itu,
wisata budaya, kuliner, tradisi, dan kesenian juga memiliki porsi yang
cukup signifikan, yaitu sekitar 21%, sedangkan wisata buatan seperti
fasilitas hiburan dan oleh-oleh hanya menyumbang sekitar 5%. Pola
ini mencerminkan bahwa WisNus tidak hanya berorientasi pada
rekreasi alam, tetapi juga memiliki ketertarikan yang cukup kuat
terhadap pengalaman budaya lokal. Sementara itu, pada WisMan,
preferensi terhadap wisata alam juga mendominasi dengan
persentase 71%, yang sebagian besar tertuju pada pantai, laut, dan
kawasan sawah. Di samping itu, minat terhadap wisata budaya,
tradisi, sejarah, dan arsitektur tercatat sebesar 25%, menunjukkan
apresiasi wisatawan mancanegara terhadap kekayaan budaya dan
warisan historis Denpasar. Wisata buatan, seperti spa dan pusat
perbelanjaan, hanya memiliki porsi sekitar 4%, yang relatif lebih kecil
dibandingkan kategori lainnya. Secara keseluruhan, temuan ini
menegaskan bahwa kekuatan utama pariwisata Denpasar terletak

pada kombinasi daya tarik alam dan budaya, yang perlu dikelola
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secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas destinasi sekaligus
meningkatkan daya saing pariwisata kota Denpasar.

KENDALA SOLUSI

Diagram 5. 11 Daya Tarik Wisatawan Yang Diminati

F. Hiburan
Oleh-Oleh

Kuliner
Tradisi
Kesenian

Tradisi
Sejarah
Arsitektur

Sumber: Dokumen Pengeluaran Wistawan Tahun 2024, Dinas Pariwisata



Peta 5. 3 sebaran Potensi Di Kota Denpasar
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Gambar 5. 2 Pariwisata Di Kecamatan Denpasar Utara

KECAMATAN
DENPASAR UTARA

Nama = Ekowisata Subak Sembung di
Peguyangan
Lokasi = JI. Ahmad Yani Utara Peguyangan, Kec.
Denpasar Utara
Kordinat Lokasi =
Y =-8.613656081407687,
X = 115.21385595886116

Nama = Subak Pakel Il
Lokasi = Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara
Kordinat Lokasi =

Y =-8.607138723718213,

X = 115.19995317859298

KECAMATAN
DENPASAR TIMUR

Nama = Rekreasi Air di Tukad Bindu,
Kesiman
Lokasi = JI. Turi, Kelurahan Kesiman, Kec.
Denpasar Timur
Kordinat Lokasi =
Y = -8.643203599010928,
X =115.23660941115497

Nama = Segara Padang Galak
Lokasi = JI. Padang Galak, Desa Kesiman
Petilan, Kec. Denpasar Utara
Kordinat Lokasi =
Y =-8.658095143251108,
X =115.2653961332885
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Gambar 5. 4 Pariwisata Di Kecamatan Denpasar Barat

Nama = Taman Kum basari di Bantaran Tukad Badung di Dauh Puri Kangin
Lokasi = Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat
Kordinat Lokasi =

Y =-8.65570370516559,

X =115.21219378332307

Nama = Muntig Siokan, Sanur
Lokasi = JI. Pengembak, Sanur
Kordinat Lokasi=

Y =871192371722138,

X =115.24778463739695
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5.14 KESIMPULANSEBARAN POTENSI DI KOTA DENPASAR
1. Pengembangan kelompok usaha tani dan pengolahan hasil pertanian
dapat dilakukan sebagai wujud antisipasi kemerosotan pada sektor
pertanian di Kota Denpasar. Adapun jumlah dan sebarannya mencapai
18 titik.

2. Induistri pengolahan ikan menjadi salah satu komoditi yang

menjanjikan mengingat potensi pergerakan ekonoimi ekspornya yang
cukup tinggi. Adapun jumlah dan sebarannya mencapai 27 titik.

3. DTW Alam adalah yang paling diminati yang terdiri dari pantai, laut,
dan persawahan. Terdapat juga kecenderungan WISMAN vyang
mengunjungi situs sejarah dan bangunan yang memiliki nilai arsitektur
budaya yang tinggi. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur wisata,
pengembangan produk wisata terintegrasi, pelestarian situs sejarah
dan arsitektur budaya. Adapun jumlah dan sebarannya mencapai 32
titik
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